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PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN OLEH CAMAT  DALAM UPAYA 
MENCAPAI EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK  PADA KANTOR 
CAMAT CINGAMBUL  KABUPATEN MAJALENGKA 
 
 Oleh :  




Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Kecamatan adalah 
merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang 
mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Sebagai pimpinan pada Organisasi Pemerintah Kecamatan, Camat  mutlak harus 
memahami dan melaksanakan kepemimpinan, karena dengan melaksanakan 
kepemimpinan diharapkan dapat mempengaruhi para pegawainya  agar mau dan mampu 
melaksanakan tugas pekerjaannya sebagaimana diharapkan. 
Berkaitan dengan penyusunan penelitian yang diberi judul, ”Pelaksanaan 
Kepemimpinan Oleh Camat  Dalam Upaya Mencapai Efektivitas Pelayanan Publik  pada 
Kantor Camat Cingambul  Kabupaten Majalengka“,  penyusun melaksanakan penelitian 
untuk mengetahui sejauhmana hubungan Kepemimpinan Camat  dengan efektivitas   
pelayanan publik pada Kantor Camat Cingambul  Kabupaten Majalengka yang 
merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan dari 
pelaksanaan tugas dan fungsi Camat 
Berdasarkan pengamatan penyusun selama  penelitian di Kantor Camat 
Cingambul Kabupaten Majalengka, ternyata masih ditemui beberapa indikasi masalah 
yang menunjukan bahwa efektivitas pelayanan publik masih rendah.  
Setelah mengolah data jawaban responden, hasil wawancara dan obeservasi 
ternyata : 
1. Pelaksanaan kepemimpinan oleh Camat Cingambul, khususnya dalam penerapan 
teknik-teknik kepemimpinan baru mencapai 65,27%, dan efektivitas pelayanan publik  
baru mencapai 61,25%. 
2. Terdapat hubungan antara penerapan teknik-teknik kepemimpinan dengan 
pencapaian  efektivitas  pelayanan publik. Penerapan teknik kepemimpinan yang 
belum optimal berpengaruh pula terhadap efektivitas pelayanan publik yang juga 
belum optimal. 
3. Dalam penerapan teknik-teknik kepemimpinan oleh Camat Cingambul, ternyata  
terdapat hambatan dan terdapat pula upaya yang dilakukan oleh  Camat  Cingambul  
mengatasi hambatan tersebut 
Dengan demikian hipotesis yang penyusun ajukan : “Jika pelaksanaan Kepemimpinan 
oleh Camat   berdasarkan teknik-teknik kepemimpinan, maka efektivitas  pelayanan 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
Dalam menghadapi era globalisasi 
yang penuh tantangan dan peluang, 
aparatur negara sebagai pelayan 
masyarakat selayaknya dapat memberikan 
pelayanan yang sebaik-baiknya untuk 
mewujudkan good governance. 
Masyarakat saat ini selalu menuntut 
pelayanan publik yang yang berkualitas, 
transparan dan akuntabilitas. 
Pelayanan  merupakan tugas 
utama bagi aparatur negara sebagai abdi 
negara  negara dan abdi masyarakat. 
Tugas ini secara jelas telah digariskan 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 alinea keempat yang meliputi empat 
aspek pelayanan pokok aparatur terhadap 
masyrakat yang berbunyi : Melindungi 
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 
Pelayanan publik merupakan salah 
satu tugas penting yang tidak dapat 
diabaikan oleh pemerintah  mengingat jika 
komponen pelayanan tidak mendapat 
perhatian yang optimal maka hal itu akan 
berdampak terhadap berbagai aspek 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Sebagai konsekuensi logis dari 
pelaksanaan otonomi daerah sejak 
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
maka Pemerintah Daerah memiliki 
kewenangan yang lebih luas untuk 
mengatur urusan rumah tangga daerahnya 
sendiri, termasuk didalamnya dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat di daerahnya. 
Kesiapan sumber daya manusia 
aparatur pemerintah daerah khususnya 
berkaitan dengan profesionalitas aparatur 
pemerintah merupakan sesuatu yang 
mutlak harus dilaksanakan, sehingga 
dalam penyelenggaraan otonomi daerah 
didukung oleh adanya aparatur pemerintah 
daerah yang memiliki kemampuan dan 
semangat kerja  dalam melaksanakan 
tugas, memiliki dedikasi dan rasa 
tanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas, mau dan mampu memberikan 
pelayanan kepada  masyarakat, memiliki 
kualitas dan kinerja yang tinggi. 
Dalam rangka 
mengimplementasikan kebijakan 
pemerintah, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Majalengka melalui Peraturan 
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 
Tahun 2009 Tentang Organinasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka 
telah membentuk berbagai organisasi 
perangkat daerah sebagai unsur pembantu 
Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
Pemerintah Kecamatan 
Cingambul merupakan salah satu 
organisasi perangkat daerah di Kabupaten 
Majalengka yang melaksanakan kegiatan 
pelayanan publik dengan berbagai jenis 
pelayanan, seperti membuat dokumen 
kependudukan, mengeluarkan berbagai 
surat keterangan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, pelayanan informasi dan lain-
lain. 
Salah satu aspek yang dapat 
dijadikan ukuran untuk menunjukkan 
suatu  keberhasilan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan di 
wilayah Kecamatan Cingambul  dapat 
juga dilihat dari efektivitas   pelayanan 
publik  yang diberikan oleh para pegawai  
Kantor Camat Cingambul, sehingga 
adanya  rasa kepuasan dari masyarakat 
atas pelayanan yang telah diberikan oleh 
pegawai  tersebut. 
Keadaan seperti yang diharapkan 
di atas salah satunya ditentukan oleh 
kemampuan Camat dalam mempengaruhi 
para pegawai, yaitu dengan cara  
melaksanakan salah satu fungsi organik 
administrasi dan  manajemen, yaitu fungsi 
kepemimpinan. Keberhasilan pelaksanaan 
kepemimpinan tersebut di atas sangat 
tergantung pada kemampuan Camat dalam 
menerapkan teknik-teknik kepemimpinan. 
Berdasarkan hasil penelitian, 
pelayanan publik yang diberikan oleh para 
pegawai pada  Kantor Camat Cingambul 
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terhadap masyarakat  masih belum efektif. 
Hal tersebut dapat terlihat dari indikator-
indikator  sebagai berikut : 
1. Masih adanya berbagai keluhan 
masyarakat atas pelayanan yang 
diberikan oleh pegawai, berkaitan 
dengan prosedur, biaya, waktu 
pelayanan.  
2. Masih ada beberapa pegawai dalam 
memberikan pelayanan kurang 
profesional, sehingga terkesan pegawai 
yang bersangkutan kurang memahami 
bidang tugasnya. 
3. Sarana dan prasarana pendukung untuk 
menunjang kelancaran pelayanan 
belum mencukupi. 
4. Masih ada beberapa orang pegawai 
yang kurang disiplin dalam 
melaksanakan tugas. 
Memperhatikan gejala-gejala 
permasalahan tersebut di atas, penyusun 
menduga bahwa permasalahan tersebut 
disebabkan karena Camat  belum 
sepenuhnya melaksanakan kepemimpinan, 
khususnya dalam menerapkan teknik-
teknik kepemimpinan. 
1.2  Rumusan Masalah 
Untuk memecahkan masalah yang 
telah penyusun uraikan dalam latar 
belakang penelitian, maka penyusun 
mencoba untuk merumuskan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan 
kepemimpinan oleh Camat dalam 
upaya mencapai efektivitas pelayanan 
publik pada Kantor Camat 
Cingambul Kabupaten Majalengka. 
2. Faktor-faktor  hambatan   apa saja  
yang ditemui oleh Camat dalam 
pelaksanaan kepemimpinan dalam 
upaya mencapai efektivitas  
pelayanan publik pada Kantor Camat 
Cingambul Kabupaten Majalengka. 
3. Bagaimana upaya-upaya yang 
dilakukan oleh Camat Cingambul 




1.3 Definisi Istilah 
1.  Kepemimpinan adalah suatu proses 
pemberian motivasi, pembinaan serta 
bimbingan oleh seorang pimpinan 
terhadap bawahannya sehingga dapat 
meningkatkan semangat kerja, 
pengetahuan, kecakapan, disiplin 
serta keterampilan pegawai didalam 
pelaksanaan tugasnya. 
2. Camat dalam pembahasan ini yaitu 
Camat Cingambul sebagai Pimpinan 
pada Kantor Camat yang mempunyai 
tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan, yang merupakan 
Pejabat publik yang ditugaskan oleh 
Bupati Majalengka sebagai 
koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan di wilayah 
Kecamatan   Cingambul Kabupaten 
Majalengka. 
3. Teknik-teknik kepemimpinan adalah 
suatu cara yang merupakan pola tetap 
untuk mempengaruhi orang-orang 
agar bergerak ke arah yang 
diinginkan oleh pemimpin, sehingga 
memperoleh hasil yang optimal.  
Teknik-teknik kepemimpinan 
tersebut menurut S. Pamudji dapat 
diuraikan  sebagai  berikut : 
a. Teknik Pematangan dan Penyiapan 
Pengikut 
 Pengarahan dan bimbingan 
 Kesempatan untuk 
mengikuti pendidikan dan 
latihan 
 Menumbuhkan partisipasi 
b. Teknik Human Relations 
 Kebutuhan yang layak 
 Kebutuhan akan 
penghargaan 
 Kebutuhan keamanan dan 
ketentraman 
c. Teknik Menjadi Teladan 
 Kedisiplinan 
 Pemberian contoh 
 Pelaksanaan kebijaksanaan  
d. Teknik Persuasi dan Pemberian 
Perintah 
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 Kejelasan perintah 
 Ketepatan dalam pemberian 
perintah 
 Pemberian motivasi 
e. Teknik Penggunaan Sistem 
Komunikasi Yang Cocok 
 Komunikasi dua arah 
 Menggunakan bahasa yang 
sederhana 
 Komunikasi instruksional 
f. Teknik Penyediaan Fasilitas 
 Kelengkapan fasilitas kerja 
 Ketepatan penyimpanan 
 Pemeliharaan fasilitas 
 
4. Efektivitas pelayanan publik  adalah 
tercapainya pelayanan publik yang 
diberikan oleh para pegawai kepada 
masyarakat sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan sebelumnya serta 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pengukuran 
kriteria efektivitas kerja, dalam hal ini 
efektivitas pelayanan publik menurut 
pendapat Ibrahim Lubis dalam 
bukunya “Pengendalian dan 
Pengawasan Proyek Dalam 
Manajemen“ dengan  perincian sebagai 
berikut : 
a. Tepat, dengan indikator dalam 
melaksanakan pekerjaan tepat 
waktu dan tepat sasaran dan 
realistis. 
b. Cepat, dengan indikator dalam 
melaksanakan pekerjaan 
dilakukan dengan cepat sesuai 
peraturan  atau target yang telah 
ditetapkan. 
c. Hemat, dengan indikator dalam 
melaksanakan pekerjaan tidak ada 
pemborosan baik waktu maupun 
biaya. 
d. Selamat, dengan indikator dalam 
melaksanakan pekerjaan berjalan 
sebagaimana yang diharapkan dan 
tanpa  hambatan yang berarti. 
 
5. Kantor Camat Cingambul adalah salah 
satu Organisasi Pemerintah  Daerah  
yang ada di wilayah Kabupaten 
Majalengka yang mempunyai tugas 
pokok dan fungsi sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Majalengka Nomor 10 Tahun 2009  
Tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Majalengka, yang dalam 
pembahasan ini sebagai Organisasi 
Penyelenggara Pelayanan Publik. 
6. Tercapai suatu gambaran yang 
menunjukan suatu kondisi bilamana 
hasil    pelaksanaan pekerjaan sesuai 
dengan tujuan, target, sasaran atau 
ketentuan yang ditetapkan. 
 
Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini terdapat dua 
variabel, yakni Kepemimpinan  sebagai 
variabel bebas   dan  kualitas pelayanan 
publik   sebagai variabel terikat.  
Untuk lebih jelasnya mengenai 
variabel penelitian ini dapat dilihat pada 
tabel berikut  ini : 
Tabel 1.1 :  Operasionalisasi Variabel 
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 Pengarahan dan bimbingan 
 Kesempatan untuk mengikuti 
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 Kebutuhan akan penghargaan 
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4.Teknik persuasi dan 
pemberian perintah 
 Kejelasan perintah 
 Ketepatan dalam pemberian 
perintah 








 Komunikasi dua arah 
 Menggunakan bahasa yang 
sederhana 







 Kelengkapan fasilitas kerja 
 Ketepatan penyimpanan 













(Ibrahim Lubis ) 
     (1985:33) 
 
1. Tepat  Setiap pekerjaan / pelayanan  
diselesaikan dengan tepat waktu, 
tepat sasaran dan realistis 
19 
2. Cepat  Setiap pekerjaan / pelayanan  
diselesaikan sesuai dengan target 
waktu yang ditetapkan 
20 
3. Hemat  Setiap pekerjaan / pelayanan  
diselesaikan tanpa ada 
pemborosan waktu maupun biaya 
21 
4. Selamat  Setiap pekerjaan/ pelayanan  





1 Kepemimpinan adalah suatu 
proses pemberian motivasi, 
pembinaan serta bimbingan oleh 
seorang pimpinan terhadap 
bawahannya sehingga dapat 
meningkatkan semangat kerja, 
pengetahuan, kecakapan, disiplin 
serta keterampilan pegawai 
didalam pelaksanaan tugasnya. 
2 Efektivitas pelayanan publik   
adalah tercapainya pelayanan 
publik  sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan sebelumnya 
serta sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. 
3 Pelaksanaan kepemimpinan  dapat 
mencapai efektivitas  pelayanan 
publik  apabila pimpinan 
Organisasi Penyelenggara 
Pelayanan Publik, dalam hal ini 
Camat Cingambul mampu 
menerapkan teknik-teknik 
kepemimpinan  kepada  para 
pegawai yang menangani 
pelayanan publik pada Kantor 






Tugas seorang pimpinan 
organisasi pada dasarnya adalah membina, 
membimbing, dan mengarahkan para 
pegawai atau bawahan dalam 
melaksanakan tugas maupun pekerjaan 
pada masing-masing bagian atau unit 
kerja, agar hasil dari pelaksanaan kerja 
yang dilakukan bawahan mencapai hasil 
yang optimal dalam rangka pencapaian 
tujuan organisasi. 
Sedangkan fungsi kepemimpinan 
yang harus dilaksanakan oleh seorang 
pemimpin antara lain memandu, 
menuntun, membimbing, membangunkan 
motivasi kerja, mengemudikan organisasi, 
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menjalin jaringan komunikasi yang baik, 
melaksanakan supervisi yang efisien serta 
membawa para pengikut pada tujuan yang 
telah ditentukan. 
Dengan demikian maka dapat 
diketahui bahwa kepemimipinan pada 
dasarnya merupakan kemampuan yang 
dimiliki oleh seseorang dalam 
mempengaruhi dan menggerakkan orang 
lain agar mau bekerja dengan senang hati 
untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
Sondang P. Siagian dalam 
bukunya ”Peranan Staf Dalam 
Manajemen”, mengemukakan 
pengertian kepemimpinan sebagai 
berikut : “Kepemimpinan adalah suatu 
kegiatan untuk mempengaruhi orang-
orang agar dapat bekerja sama menuju 
kepada suatu tujuan tertentu yang 
mereka inginkan bersama” (2001 : 10). 
Sedangkan Soewarno 
Handayaningrat dalam bukunya 
“Pengantar Studi Ilmu Administrasi 
dan Manajemen”, mengemukakan 
pengertian kepemimpinan sebagai 
berikut : 
Kepemimpinan adalah sebagai 
suatu proses dimana pimpinan 
digambarkan memberikan 
perintah atau pengarahan, 
bimbingan atau mempengaruhi 
pekerjaan orang lain dalam 
memilih dan mencapai tujuan 
yang telah ditentukan atau 
ditetapkan 
(2001 : 64) 
Selanjutnya George R. Terry 
dalam bukunya “Principle Of 
Management” yang dikutip oleh 
Kartini Kartono dalam bukunya 
“Pemimpin dan Kepemimpinan” 
menyatakan bahwa : “Kepemimpinan 
adalah kegiatan  mempengaruhi orang-
orang agar mereka mau berusaha 
mencapai tujuan-tujuan” (1998 : 39). 
Selanjutnya M. Karyadi dalam 
bukunya “Kepemimpinan 
(Leadership)”, mengemukakan 
pengertian kepemimpinan sebagai 
berikut : 
Kepemimpinan adalah sebagai 
suatu seni kemampuan untuk 
mempengaruhi perilaku manusia 
dan kemampuan untuk 
mengendalikan orang-orang 
dalam organisasi agar supaya 
mereka sesuai dengan perilaku 
yang diinginkan oleh pimpinan 
organisasi. 
(1994 : 64) 
Berdasarkan uraian di atas, 
dapt dikatakan  bahwa kepemimpinan 
merupakan kemampuan yang dimiliki 
oleh seseorang untuk mempengaruhi 
orang lain/ bawahan/pegawai, di dalam 
menggerakan para bawahannya, 
sehingga kecakapan, kemampuan serta 
disiplin pegawai dapat ditingkatkan. 
Sesorang bisa dikatakan 
sebagai seorang pimpinan apabila 
didalam pelaksanaan tugasnya dapat 
mempengaruhi orang lain, sehingga 
dapat digerakan kepada pencapaian 
tujuan organisasi. 
Dalam pelaksanaan 
kepemimpinan seorang pimpinan harus 
memahami tentang tipe-tipe 
kepemimpinan agar dapat mencapai 
hasil yang optimal. Mengenai tipe-tipe 
kepemimpinan, Sondang P. Siagian 
dalam bukunya “Filsafat 
Administrasi”, mengemukakan sebagai 
berikut : 
1) Tipe Otokratis 
2) Tipe Militeristis 
3) Tipe Paternalistis 
4) Tipe Kharismatis 
5) Tipe Demokratis 
(2006 : 41) 
Apabila seorang pimpinan telah 
memahami setiap tipe kepemimpinan 
tersebut di atas, maka dalam situasi 
apapun dia akan mampu melaksanakan 
kepemimpinan, karena dapat 
menyesuaikan tipe kepemimpinan 
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mana yang akan digunakan dalam 
situasi dan kondisi yang sedang 
dihadapinya. 
Teknik-teknik Kepemimpinan 
 Dalam pelaksanaan 
kepemimpinan, seorang pimpinan 
harus berusaha untuk meningkatkan 
kecakapan, kemampuan serta 
pengetahuan para pegawai, sehingga 
pada akhirnya akan tercapai prestasi 
kerja yang optimal. Untuk pencapaian 
tujuan kepemimpinan tersebut, maka 
seorang pemimpin harus 
memperhatikan teknik-teknik 
kepemimpinan dalam pelaksanaan 
kepemimpinannya. 
Mengenai teknik-teknik 
kepemimpinan, Pamudji dalam 
bukunya “Kepemimpinan 
Pemerintahan Indonesia”,  
mengemukakan sebagai  berikut : 
1. Teknik Pematangan dan 
Penyiapan Pengikut 
2. Teknik Human Relations 
3. Teknik Menjadi Teladan 
4. Teknik Persuasi dan 
Pemberian Perintah 
5. Teknik Penggunaan Sistem 
Komunikasi Yang Cocok 
6. Teknik Penyediaan Fasilitas 
       (1986 : 114) 
Penjelasan lebih lanjut tentang 
teknik-teknik kepemimpinan tersebut di 
atas, adalah sebagai berikut : 
1. Teknik Pematangan dan Penyiapan 
Pengikut 
Pemimpin dalam pelaksanaan 
kepemimpinan harus berusaha 
melakukan pematangan dan penyiapan 
pengikut, agar para bawahan dapat 
mengikuti keinginan pemimpin 
didalam proses tujuan organisasi.  
Pada dasarnya pematangan dan 
penyiapan pengikut dapat dilaksanakan 
melalui teknik penerangan maupun 
propaganda. Dalam teknik penerangan, 
seorang pemimpin harus berusaha 
menerangkan maksudnya secara jelas 
dan benar kepada   bawahan, sehingga 
mereka dapat memahami keinginan 
pemimpin dalam pencapaian tujuan 
organisasi. Agar berhasil dalam 
melaksanakan teknik penerangan, 
seorang pemimpin hasrus 
menggunakan bahasa yang mudah 
dimengerti baik lisan maupun tulisan, 
kemudian materi yang digunakan harus 
objektif dan menunjukan fakta yang 
sebenarnya. Untuk mewujudkan hal 
tersebut maka seorang pemimpin harus 
memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Fakta-fakta yang penting, disajikan 
untuk membuka tabir dan menjelaskan 
keadaan yang sebenarnya, bukan 
sebaliknya untuk menutupi keadaan 
yang sebenarnya. 
b. Fakta-fakta hendaknya diterima, baik 
secara logika berdasarkan akal 
maupun secara rasa berdasarkan suara 
hati.     
c. Fakta-fakta hendaknya bersifat aktual, 
tidak terlalu jauh sebelum atau 
sesudah proses persuasi. 
d. Fakta-fakta disajikan dengan kata-kata 
dan gambaran yang mudah dimengerti 
perhatian para pengikut. 
 Sedangkan teknik propaganda 
dalam mengajak dan mendorong 
orang-orang dengan memaksa 
kehendak pemimpin, dilakukan dengan 
cara memberikan keterangan-
keterangan yang benar atau juga yang 
tidak benar dan yang terpenting sangat 
menarik serta membuat mereka takut, 
sehingga mereka terpaksa mengikuti 
kehendak pemimpin. 
Berdasarkan uraian tersebut di 
atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa yang paling baik untuk 
diterapkan adalah teknik penerangan, 
karena lebih bersifat memberikan 
kebebasan atau keleluasaan dalam 
menetukan kehendak kepada orang 
lain.  
2. Teknik Human Relations 
Yang dimaksud dengan teknik 
Human Relations  adalah merupakan 
rangkaian atau proses kegiatan 
CENDEKIA 
Jurnal Ilmu Administrasi Negara 
 
Volume X No. 1 Januari - Juni 2017 
Pusat Studi Sosial dan Kebijakan (PUSAKA)  
FISIP – Universitas Majalengka 
42 
ISSN  1907-6711 
memotivasi bawahan, melalui 
pemberian motivasi atau dorongan agar 
mau bergerak ke arah yang 
dikehendaki 
Pada dasarnya setiap manusia 
apabila memasuki suatu organisasi, 
baik yang bersifat formal maupun non 
formal akan mempunyai motivasi yang 
tidak terlepas dari bagaimana 
memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Manusia sebagai mahluk hidup 
mempunyai kebutuhan hidup yang 
beraneka ragam baik kebutuhan yang 
bersifat material maupun kebutuhan 
psikologis. 
M. Karyadi berpendapat dalam 
bukunya “Kepemimpinan 
(Leadership)”, mengemukan tentang 
kebutuhan psikologis sebagai berikut : 
a. Kebutuhan akan kelayakan 
b. Kebutuhan akan penghargaan 
c. Kebutuhan akan keamanan dan 
ketentraman 
d. Kebutuhan menjadi anggota dari 
suatu organisasi atau golongan 
      (1984 : 79) 
Mengenai kebutuhan 
Psikologis tersebut dapat diuraikan 
sebagai           berikut : 
a. Kebutuhan akan kelayakan 
Seorang pemimpin harus 
berusaha memperlakukan para 
bawahannya sebagaimana 
layaknya manusia yang 
memilki perasaan, pikiran, 
serta harga diri. Berkaitan 
dengan itu, maka seorang 
pemimpin harus berusaha 
memenuhi kebutuhan akan 
kelayakan para bawahan, yang 
merupakan merupakan hak 
asasi manusia.   
b. Kebutuhan akan penghargaan 
Seorang pemimpin harus 
berusaha memberikan 
penghargaan kepada pegawai 
yang berprestasi, baik berupa 
ucapan selamat, piagam, tanda 
jasa, ataupun lainnya, 
sehingga akan mendorong 
pegawai untuk lebih 
meningkatkan prestasi 
kerjanya. 
c. Kebutuhan akan keamanan 
dan ketentraman 
Keamanan dan ketentraman 
merupakan dambaan setiap 
orang, karena dapat 
menimbulkan kebahagiaan 
lahir batin. Seorang pemimpin 
harus memperhatikan 
kebutuhan keamanan, 
diantaranya keamanan jiwa 
dan raga, kesehatan, harta 
benda, keluarga dan 
keamanan dalam pelaksanaan. 
Melalui upaya ini diharapkan 
para pegawai dapat lebih 
bersemangat dalam 
pelaksanaan kerjanya.  
d. Kebutuhan untuk menjadi 
anggota dari suatu organisasi 
atau golongan 
Setiap manusia akan 
menyadari bahwa ia tidak 
dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya oleh diri sendiri, 
sehingga mendorong manusia 
itu untuk hidup bermasyarakat 
dan berorganisasi, demi untuk 
dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Seorang pemimpin 
yang baik, akan senantiasa 
memperhatikan kebutuhan 
tersebut, yaitu dengan 
mengikut sertakan pegawai 
dalam setiap pelaksanaan 
pekerjaan, sehingga akan 
terwujud suatu “team work”, 
disamping memberikan 
keleluasaan bagi para pegawai 
untuk menjadi anggota suatu 
organisasi lain di luar bidang 
tugasnya.  
3. Teknik Menjadi Teladan 
Dalam menggerakan atau 
mempengaruhi bawahan, seorang 
pemimpin harus berusaha menjadikan 
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dirinya panutan atau teladan bagi orang 
lain, sehingga bawahan akan mengikuti 
keteladan tersebut. Penteladanan atau 
pemberian contoh bagi seorang 
pemimpin merupakan suatu yang 
mutlak harus dilakukan, yaitu melalui 
aspek positif dalam bentuk anjuran dan 
aspek negatif dalam bentu larangan. 
Apabila hal ini telah dilakukan, maka 
para bawahan akan terpengaruh untuk 
mengikuti contoh yang diberikan oleh 
pimpinannya.  
4. Teknik Persuasi dan Pemberian 
Perintah 
Untuk mempengaruhi atau 
menggerakan para bawahan, seorang 
pemimpin harus mampu melakukan 
persuasi dan pemberian perintah 
dengan baik. Persuasi bertujuan bukan 
untuk memaksa, akan mempengaruhi 
sikap orang lain, sehingga dalam 
keadaan tertentu orang-orang akan 
bertingkah laku sesuai dengan yang 
dikehendaki oleh orang yang 
melakukan persuasi, namun sesuai pula 
dengan keinginannya. 
Sedangkan yang dimaksud 
dengan pemberian perintah adalah 
menyuruh orang lain untuk mematuhi 
dan melakukan sesuatu, dimana dalam 
pelaksanaannya mengandung adanya 
kekuasaan dan kekuatan.   
5. Teknik Penggunaan Sistem 
Komunikasi Yang Cocok 
Kegiatan seorang pemimpin 
dalam mengarahkan, membimbing, 
mempengaruhi pikiran, perasaan atau 
tingkah laku bawahan didalam 
pencapaian tujuan organisasi, tidak 
akan terlepas dari kegiatan 
komunikasi. Dengan demikian, 
seorang pemimpin harus menguasai 
teknik komunikasi yang baik, sehingga 
setiap informasi atau pesan yang 
disampaikan dapat diterima dengan 
baik, dan sebaliknya setiap informasi 
dari bawahan akan mudah diterima 
oleh pimpinan.  
Komunikasi terbaik di dalam 
suatu organisasi adalah komunikasi 
dua arah, yaitu komunikasi timbal baik 
diantara pimpinan dan bawahan. 
Dalam pelaksanaan proses komunikasi, 
seorang pemimpin harus 
memperhatikan faktor-faktor sebagai 
berikut : 
a. Bahasa yang digunakan 
b. Dasar pendidikan dari 
komunikasi 
c. Perbedaan latar belakang 
kehidupan sosial bawahan   
d. Perbedaan kedudukan 
pimpinan dan bawahan 
e. Alat atau media yang 
digunakan 
6. Teknik Penyediaan Fasilitas 
Untuk meningkatkan kemampuan 
pegawai didalam pelaksanaan tugasnya, 
maka seorang pemimpin harus 
memperhatikan kebutuhan akan fasilitas 
kerja yang diperlukan oleh para pegawai, 
sehingga akan tercapai hasil kerja yang 
optimal. 
Adapun fasilitas-fasilitas yang 
harus diperhatikan oleh seorang pemimpin 
adalah sebagai berikut : 
a. Pemberian kesempatan untuk 
mengikuti pendidikan dan 
latihan agar terwujud adanya 
kecakapan serta peningkatan 
dari kemampuan pegawai.  
b. Penyediaan barang atau alat 
yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan pekerjaan. 
c. Tempat Kerja yang memadai. 
d. Pemberian waktu yang cukup 
dalam pelaksanaan pekerjaan. 
 
Pengertian Efektivitas Pelayanan 
Publik 
Dalam membahas pengertian 
efektivitas, penulis mengutip pendapat 
para ahli tentang efektivitas. 
Soekarno dalam bukunya “Dasar-
Dasar Manajemen” mengemukakan 
pengertian efektivitas sebagai berikut : 
“Efektivitas adalah pencapaian tujuan atau 
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hasil yang dikehendaki tanpa 
menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, 
biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang 
telah dikeluarkan atau digunakan.”(1986 : 
24) 
Sedangkan Pariata Westra dalam 
bukunya “Ensiklopedia Administrasi”, 
mengemukakan sebagai berikut : “Efektif 
berarti terjadinya suatu efek atau akibat 
yang dikehendaki dalam suatu perubahan 
dan efektivitas diartikan sebagai suatu 
keadaan yang mengandung pengertian 
mengenai terjadinya suatu efek akibat 
yang dikehendaki“ (1990 : 147). 
Adapun pengertian efektivitas 
menurut Soewarno Handayaningrat dalam 
bukunya “Pengantar Studi Ilmu 
Administrasi dan Managemen” adalah 
sebagai berikut : 
Efektivitas adalah pengukuran 
dalam arti tercapainya sasaran 
atau tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya. Jelasnya bila sasaran 
atau tujuan telah tercapai sesuai 
yang telah direncanakan 
sebelumnya adalah efektif. Jadi 
tujuan atu sasaran itu tidak selesai 
sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan, pekerjaan itu tidak 
efektif.  
(1985 : 33) 
 
Dari pengertian tersebut di atas 
dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
adalah suatu keadaan yang mencerminkan 
hasil yang telah ditentukan, dengan 
perkataan lain pelaksanaan atau tujuan 
dapat tercapai sesuai dengan yang 
direncanakan sebelumnya.   
Selanjutnya untuk mengukur 
efektivitas kegiatan yang baik dan 
efektif ,penulis mengutip pendapat  
Ibrahim Lubis dalam bukunya : 
“Pengendalian dan Pengawasan Proyek 
Dalam Manajemen“, mengemukakan 
pendapatnya sebagai berikut :  
Efektivitas kerja berarti bahwa segala 
sesuatu dilaksanakan dengan 
berdayaguna yang berarti tepat, cepat 
, hemat dan selamat. 
1. Tepat, artinya apa yang 
dikehendaki tercapai, kena 
sasaran, memenuhi target dan 
apa yang dicita-citakan menjadi 
realistis. 
2. Cepat, artinya sebelum waktu 
yang telah ditetapkan, pekerjaan 
tersebut dapat diselesaikan atau 
sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan, pekerjaan dapat 
diselesaikan. 
3. Hemat, artinya tanpa terjadinya 
pemborosan dalam bidang 
apapun dalam pelaksanaan 
pekerjaan untuk mencapai tujuan 
tersebut. 
4. Selamat, artinya tanpa 
mengalami hambatan-hambatan 
yang dapat menyebabkan 
kegagalan sebagian atau seluruh 
usaha pencapaian tujuan tertentu. 
( 1985:33 ) 
Mengenai pengertian  pelayanan 
dikemukakan oleh Harbani Pasolong 
dalam bukunya “Teori Administrasi 
publik“ sebagai berikut : “Pelayanan pada 
dasarnya dapat didefinisikan sebagai 
aktivitas seseorang, sekelompok dan atau 
organisasi baik langsung maupun tidak 
langsung untuk memenuhi kebutuhan“ 
(2008 : 128). 
Pengertian kata  “publik” penulis 
mengutip pendapat Harbani Pasolong 
dalam bukunya “Teori Administrasi 
Publik“ dijelaskan sebagai berikut : 
“Publik pada dasarnya berasal dari bahasa 
Inggris “public” yang berarti umum, 
rakyat umum, orang banyak dan rakyat  
“(2005 : 6). 
Inu Kencana dalam bukunya 
“Ilmu Administrasi Publik“ memberikan 
pengertian publik sebagai berikut : 
“Publik adalah sejumlah manusia yang 
memiliki kebersamaan berpikir, 
berperasaan, harapan, sikap dan tindakan 
yang benar dan baik berdasarkan nilai-
nilai yang mereka miliki“ (1999 : 13) 
Mengenai pengertian pelayanan 
publik, Sinambela, Lijan Poltak dkk dalam 
bukunya “Reformasi Pelayanan Publik, 
Teori, Kebijakan dan Implementasi“ 
mengatakan :  
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Pelayanan publik adalah sebagai 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah terhadap sejumlah 
manusia yang memiliki setiap 
kegiatan yang menguntungkan suatu 
kumpulan atau kesatuan dan 
menawarkan kepuasan meskipun 
hasilnya tidak terikat pada suatu 
produk secara fisik. ( 2005 : 128 ) 
 
Sedangkan pendapat Harbani 
Pasolong dalam bukunya “Teori 
Administrasi Publik“  memberikan 
definisi pelayanan publik sebagai berikut : 
“Pelayanan publik adalah pemberian 
pelayanan (melayani) keperluan orang lain 
atau masyarakat yang mempunyai 
kepentingan pada organisasi itu sesuai 
dengan aturan pokok dan tata cara yang 
telah ditetapkan“ (2005 : 128) 
Dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, disebutkan bahwa : 
 
Pelayanan publik adalah kegiatan 
atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara 
dan penduduk atas barang, jasa 
dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik (Pasal 1 Ayat (1) ) 
 
Sedangkan pengertian pelaksana 
pelayanan publik, dalam Undang-Undang 
tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut 
: 
Pelaksana pelayanan publik adalah 
pejabat, pegawai, petugas dan setiap 
orang yang bekerja di dalam 
Organisasi Penyelenggara Pelayanan 
Publik yang bertugas melaksanakan 
tindakan atau serangkaian tindakan 
pelayanan publik  (Pasal 1 Ayat (5) ) 
 
Berkaitan dengan pembahasan 
efektivitas pelayanan publik  maka 
efektivitas pelayanan publik dapat 
diberikan pengertian sebagai 
kemampuan untuk menjalankan 
aktivitas atau kegiatan dalam 
memberikan pelayanan kepada 
publik/masyarakat  yang dilakukan 
oleh petugas/pegawai  sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
    
Hubungan Kepemimpinan 
Dengan Efektivitas Pelayanan Publik  
Seperti telah dikemukakan bahwa 
kepemimpinan merupakan suatu proses 
dari pemberian bimbingan, pengarahan 
serta mengendalikan orang lain, sehingga 
dapat terwujud adanya peningkatan 
pengetahuan, kecakapan serta 
keterampilan para bawahan dan agar 
mereka mau bekerja sesuai dengan 
kehendak yang diinginkan oleh organisasi 
di dalam pencapaian tujuan organisasi, 
diantaranya adalah tercapainya presatsi 
kerja. 
Untuk lebih jelasnya, penulis akan 
menguraikan tentang hubungan  
kepemimpinan dengan efektivitas 
pelayanan publik. 
Keberhasilan suatu pelaksanaan 
kepemimpinan pada dasarnya sangat 
ditentukan oleh kemampuan pemimpin 
tersebut didalam menerapkan teknik-
teknik kepemimpinan, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Pamudji dalam 
bukunya “Kepemimpinan Pemerintahan di 
Indonesia”, yaitu : 
1) Teknik Pematangan dan 
Penyiapan Pengikut 
2) Teknik Human Relations 
3) Teknik Menjadi Teladan 
4) Teknik Persuasi dan Pemberi 
Perintah 
5) Teknik Penggunaan Sistem 
Komunikasi Yang Cocok 
6) Teknik Penyediaan Fasilitas 
       (1986 : 114) 
 
Disamping itu seseorang yang 
dikatatakan pemimpin dalam 
kepemimpinannya harus memahami 
tentang tipe-tipe kepemimpinan mana 
yang harus dilakukan, agar dapat dicapai 
hasil kerja yang optimal, karena dalam 
situasi apapun dia akan mampu 
melaksanakan kepemimpinan, karena 
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dapat menyesuaikan tipe kepemimpinan 
mana yang akan digunakan dalam situasi 
dan kondisi yang sedang dihadapinya. 
Setelah dilaksanakan 
kepemimpinan yang diadasarkan kepada 
teknik-teknik kepemimpinan disertai 
dengan memperhatikan tentang penerapan 
tipe-tipe kepemimpinan yang cocok 
dengan situasi yang dihadapi, maka 
diharapkan akan meningkatkan 
pengetahuan, kecakapan serta 
keterampilan pegawai / bawahan yang 
dipimpinnya di dalam pelaksanaan 
tugasnya, sehingga pada akhirnya akan 
mengarah pada pencapaian efektivitas 
dalam memberikan pelayanan kepada 
publik . 
Dengan mengacu kepada pendapat 
pendapat  Ibrahim Lubis dalam bukunya   
“Pengendalian dan Pengawasan Proyek 
Dalam Manajemen“, untuk mengukur 
efektivitas, beliau mengemukakan 
pendapatnya sebagai berikut :  
Efektivitas kerja berarti bahwa segala 
sesuatu dilaksanakan dengan 
berdayaguna yang berarti tepat, cepat, 
hemat dan selamat. 
1. Tepat, artinya apa yang 
dikehendaki tercapai, kena 
sasaran, memenuhi target dan apa 
yang dicita-citakan menjadi 
realistis. 
2. Cepat, artinya sebelum waktu 
yang telah ditetapkan, pekerjaan 
tersebut dapat diselesaikan atau 
sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan, pekerjaan dapat 
diselesaikan. 
3. Hemat, artinya tanpa terjadinya 
pemborosan dalam bidang apapun 
dalam pelaksanaan pekerjaan 
untuk mencapai tujuan tersebut. 
4. Selamat, artinya tanpa mengalami 
hambatan-hambatan yang dapat 
menyebabkan kegagalan sebagian 
atau seluruh usaha pencapaian 
tujuan tertentu. 
( 1985:33 ) 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka 
dapat diketahui bahwa pelaksanaan 
kepemimpinan Camat yang didasarkan 
kepada teknik-teknik kepemimpinan 
merupakan suatu upaya guna 
meningkatkan pengetahuan, kecakapan, 
serta keterampilan para pegawai  dalam 
pelaksanaan tugas serta fungsinya, 
sehingga akan  mengarah pada 
peningkatan hasil kerja yang optimal dan 
pada akhirnya akan mengarah pada 
pencapaian efektivitas pelayanan publik.  
Dengan demikian, maka jelas 
terdapat hubungan antara pelaksanaan 
kepemimpinan Camat dengan pencapaian 





Jenis penelitian yang akan 
dilakukan pada Kantor Camat Cingambul 
Kabupaten Majalengka adalah penelitian 
kualitatif, yaitu untuk mengetahui secara 
mendalam tentang upaya meningkatkan 
kinerja pegawai. 
Menurut Moleong, 
mendefinisikan bahwa : 
Penelitian kualitatif adalah suatu 
penelitian ilmiah, yang bertujuan 
untuk memahami suatu fenomena 
dalam konteks sosial secara 
alamiah dengan mengedepankan 
proses interaksi komunikasi yang 
mendalam antara peneliti dengan 
fenomena yang diteliti. (2010 : 9) 
Selanjutnya Sugiyono 
menyatakan bahwa : 
Penelitian kualitatif digunakan 
untuk meneliti pada kondisi obyek 
yang alamiah, dimana peneliti 
adalah sebagai instrumen kunci, 
pengambilan sampel sumber data 
dilakukan secara purposive dan 
snowbaal, dan hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan 
makna dari pada generalisasi.   
(2011 : 15) 
Lokasi Penelitian   
Dalam penelitian ini yang menjadi 
fokus perhatian adalah pelaksanaan 
kepemimpinan  oleh Camat dalam upaya 
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mencapai efektivitas  pelayanan publik 
pada Kantor Camat Cingambul Kabupaten 
Majalengka.  
 Dengan demikian, maka lokasi 
penelitian ini dilaksanakan pada Kantor 
Camat Cingambul Kabupaten Majalengka. 
Pihak yang Terlibat  
Kecamatan adalah merupakan 
perangkat daerah kabupaten sebagai 
pelaksana teknis kewilayahan yang 
mempunyai wilayah kerja tertentu 
dipimpin oleh seorang Camat yang 
berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
Camat mempunyai tugas pokok 
merencanakan, mengatur, melaksanakan 
dan mengendalikan serta 
menggordinasikan penyelenggaraan tugas 
umum pemerintahan dan melaksanakan 
kewenangan pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah. 
Dalam melaksanakan tugas pokok 
tersebut di atas Camat menyelenggarakan 
fungsi sebagai berikut: 
1. Pengkoordinasian kegiatan 
pemberdayaan masyarakat, upaya 
penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum, penerapan dan 
penegakan peraturan perundang-
undangan, pemeliharaan  prasarana 
dan fasilitas pelayanan umum serta 
penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan di wilayah kecamatan. 
2. Pembinaan penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan atau 
kelurahan. 
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat 
yang menjadi ruang lingkup tugasnya 
dan atau yang belum dapat 
dilaksanakan oleh pemerintahan desa 
atau kelurahan. 
4. Pelaksanaan kewenangan 
pemerintahan yang dilimpahkan oleh 
Bupati untuk menangani sebagian 




Jenis Data dan Informasi 
Data Primer 
Menurut S. Nasution data primer 
adalah data yang diperoleh langsung dari 
lapangan atau tempat penelitian, 
sedangkan menurut Lofland sumber data 
utama dalam penelitian kualitatif ialah 
kata-kata dan tindakan. 
Kata-kata dan tindakan 
merupakan sumber data yang diperoleh 
dari lapangan dengan mengamati dan 
wawancara. Peneliti menggunakan data ini 
untuk mendapatkan informasi langsung 
tentang Pengawasan Camat dalam upaya 
meningkatkan kinerja pegawai pada 
Kantor Camat Malausma Kabupaten 
Majalengka. 
Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang 
didapat dari sumber bacaan dan berbagai 
maqcam sumber lainnya yang terdiri dari 
surat-surat pribadi, buku harian, notula 
rapat perkumpulan, sampai dokumen-
dokumen resmi dari berbagai instansi 
pemerintah. 
Data sedkunder bisa juga berupa 
majalah, buletin, publikasi dari berbagai 
organisasi, lampiran-lampiran dari badan-
badan resmi seperti kementrian-
kementrian, hasil-hasil studi, hasil survey, 
studi historis dan sebagainya. 
Peneliti menggunakan data sekunder ini 
untuk memperkuat penemuan dan 
melengkapi informasi yang telah 
dikumpulkan data primer melalui 
wawancara langsung dengan Camat dan 
pegawai yang terkait dengan masalah 
penelitian. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
1. Studi Kepustakaan, yaitu 
mengumpulkan dan mempelajari 
bahan-bahan tertulis dengan tujuan 
untuk memahami konsep-konsep 
yang berkaitan dengan sasaran 
penelitian. 
2. Studi Lapangan, meliputi : 
a. Observasi, yaitu mengadakan 
pengamatan langsung terhadap obyek 
penelitian tanpa melibatkan diri 
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kepada kegiatan yang sedang 
berlangsung dengan maksud untuk 
mengetahui selengkap mungkin 
mengenai permasalahan yang 
terdapat dalam obyek penelitian. 
b. Wawancara, yaitu teknik 
pengumpulan data dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
yang terpadu secara langsung kepada 
responden yang cukup memiliki data 
yaitu Camat Cingambul Kabupaten 
Majalengka.  
c. Angket, yaitu teknik pengumpulan 
data dengan cara menyebarkan daftar  
pertanyaan yang telah dipersiapkan 
sebelumnya kepada responden. 
Analisis Data 
Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik modus, yaitu suatu cara analisis 
dengan mengambil jawaban yang paling 
banyak. Dalam arti untuk menganalisis 
data, baik dari variabel bebas maupun 
terikat, penyusun hanya memfokuskan 
pada pilihan dari alternatif  jawaban yang 
dipilih oleh responden, dimana yang 
paling banyak merupakan acuan untuk 
menganalisis data tersebut,  yang hasilnya 
berbentuk prosentase. 
Adapun teknik modus yang 
digunakan dalam penelitian ini didasarkan 
pada pendapat dari Suharsimi Arikunto 
dalam bukunya “Prosedur Penelitian 
Suatu Pendekatan Praktik”, dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
    f 
   P  =           X  100 %               
                n 
Keterangan : 
P  =  Prosentase Jumlah Responden Yang 
Memberikan Jawaban 
f   =  Frekuensi Responden Yang 
Memberikan Jawaban 
n  =  Jumlah Yang Dijadikan Responden 
(2010 : 244) 
Sedangkan kriteria pengukuran 
yang digunakan dalam penelitian ini 
mengacu pada pendapat Suharsimi 
Arikunto,  sebagaimana tertuang pada 
tabel berikut : 
Tabel 4.1 : Kriteria Pengukuran Data 





76 % – 100 % 
56 % – 75 % 
40 % – 55 % 








PEMBAHASAN DAN HASIL 
PENELITIAN 
 
Organisasi sebagai wadah dalam 
memenuhi setiap keinginan manusia 
dalam upaya mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan memerlukan penggerakan oleh 
pemimpin agar hasil dari pelaksanaan 
kerja yang dilakukan bawahan mencapai 
hasil yang optimal.  
Dalam rangka meneliti tentang 
pelaksanaan kepemimpinan oleh Camat 
dalam mencapai efektivtas pelayanan 
publik pada Kantor Camat Cingambul, 
maka penyusun menetapkan populasi 
sebanyak 21 orang. Dari populasi 
sebanyak 21 orang, seluruhnya dijadikan 
sampel, 1 orang Camat dilakukan 
wawancara dan 20 orang responden 
diberikan angket.  
Angket yang disebarkan oleh 
penyusun menyangkut pelaksanaan 
kepemimpinan oleh Camat yang 
didasarkan pada teknik-teknik 
kepemimpinan sebagaimana dikemukakan 
oleh S. Pamudji dalam bukunya 
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“Kepemimpinan Pemerintah di 
Indonesia”,  yaitu sebagai berikut : 
1) Teknik pematangan dan penyiapan 
pengikut 
2) Teknik human relations 
3) Teknik menjadi teladan 
4) Teknik persuasi dan pemberian 
perintah 
5) Teknik penggunaan sistem 
komunikasi yang cocok 
6) Teknik penyediaan fasilitas 
Selanjutnya penyusun akan 
membahas hasil penelitian mengenai 
kepemimpinan Camat dalam upaya 
mencapai efektivitas pelayanan publik 
pada Kantor Camat Cingambul, ditinjau 
dari setiap penerapan teknik 
kepemimpinan tersebut di atas : 
1) Teknik Pematangan dan Penyiapan 
Pengikut 
Keberhasilan suatu organisasi dalam 
pencapaian tujuan organisasi, sangat 
ditentukan oleh kemampuan pemimpin 
dalam melakukan pematangan dan 
penyiapan pengikut, sehingga dalam 
pelaksanaan pekerjaan para 
pegawai/bawahan dapat mengikuti 
keinginan pimpinan dalam pencapaian 
tujuan organisasi. 
Demikian pula pada Kantor Camat 
Cingambul, tercapainya efektivitas 
pelayanan publik sangat ditentukan 
oleh kemampuan Camat dalam 
pematangan dan penyiapan pengikut, 
sehingga pegawai dalam melaksanakan 
pekerjaannya senantiasa mengarah 
pada pencapaian efektivitas pelayanan 
publik. 
Untuk mengetahui tentang upaya 
Camat dalam penerapan teknik 
pematangan dan penyiapan pengikut, 
maka penyusun melakukan penelitian 
terhadap tiga sub variabel dari teknik 
kepemimpinan tersebut sebagai berikut 
: 
a) Pengarahan dan bimbingan 
Untuk meningkatkan pemahaman 
bawahan terhadap tugas dan fungsinya 
diperlukan pengarahan dan bimbingan 
seorang pemimpin. Demikian pula 
Camat hendaknya berusaha untuk 
memberikan pengarahan dan 
bimbingan kepada seluruh  pegawai,  
sehingga pegawai  dapat memahami 
tentang tugas serta fungsinya dalam 
pencapaian tujuan organisasi. Dengan 
demikian, dalam melaksanakan 
pekerjaannya setiap  pegawai  
senantiasa sesuai dengan tugas serta 
fungsi yang telah ditentukan.  
 
b) Kesempatan untuk mengikuti 
pendidikan dan latihan 
Pendidikan dan latihan bagi seorang 
pegawai  bertujuan untuk 
meningkatkan kecakapan dan 
kemampuan pegawai  dalam 
menyelesaikan tugasnya. Jika Camat 
dalam kepemimpinannya berusaha 
untuk mengikutsertakan pegawai 
dalam pendidikan dan latihan tentunya 
hal tersebut dapat meningkatkan 
kecakapan dan kemampuan pegawai 
yang pada akhirnya berpengaruh 
terhadap pencapaian efektivitas 
pelayanan publik. 
c) Partisipasi pegawai dalam proses  
pengambilan keputusan  
Terwujudnya kepatuhan, ketaatan dan 
tanggungjawab pegawai dalam 
pelaksanaan pekerjaan, yaitu sesuai 
dengan kebijakan maupun rencana 
yang telah ditetapkan, sangat 
ditentukan oleh kemampuan Camat 
dalam menumbuhkan partisipasi 
pegawai  dalam proses pengambilan 
keputusan. Hal ini bertujuan agar 
pegawai  merasa turut bertanggung 
jawab terhadap setiap keputusan yang 
telah ditetapkan.  
Untuk mengetahui tentang upaya 
Camat dalam penerapan teknik 
pematangan dan penyiapan pengikut, 
maka dapat dilihat dari tanggapan 
responden terhadap tiga sub variabel 
dari teknik kepemimpinan tersebut, 
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Tabel  5.1 : 
Tanggapan Responden Terhadap Upaya Camat Dalam 

















bimbingan 15 75 3 15 2 `10 20 100 
2 Kesempatan 
untuk mengikuti 
pendidik an dan 
latihan 
12 60 6 30 2 10 20 100 
3 Partisipasi 
Pegawai  
12 60 6 30 2 10 20 100 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2015  
Berdasarkan tanggapan responden 
pada tabel tersebut di atas, dapat 
diketahui tentang upaya Camat dalam 
penerapan teknik pematangan dan 
penyiapan pengikut, yaitu sebagai 
berikut : 
a) Pengarahan dan bimbingan 
Sebanyak 15 responden (75%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya, Camat selalu berusaha 
memberikan pengarahan dan bimbingan, 
sedangkan 3 responden (15%) 
menyatakan bahwa Camat kadang-kadang 
berusaha memberikan pengarahan dan 
bimbingan dan sisanya sebanyak 2 
responden (10%) menyatakan bahwa 
Camat tidak berusaha memberikan 
pengarahan dan bimbingan. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya Camat telah 
melakukan pemberian bimbingan dan 
pengarahan dengan cukup baik. Hal ini 
jelas akan berpengaruh terhadap hasil 
kerja pegawai, karena Pegawai akan 
memahami tugas serta fungsinya dalam 
melaksanakan pekerjaannya. 
Melalui wawancara diperoleh 
keterangan bahwa untuk menciptakan 
p gawai  yang m mpu memah mi tugas 
dan fu si ya, antara l in dila kan 
dengan memberikan pengarahan dan 
bimbingan mengenai pentingnya 
pelaksanaan kerja sesuai  dengan tugas 
dan fungsinya masing-masing. 
Hasil observasi menunjukan 
bahwa pegawai  pada dasarnya telah 
memahami tentang tugas dan fungsinya. 
Hal ini terlihat dari adanya usaha untuk 
memperhatikan tentang prosedur kerja, 
walaupun belum seluruhnya dilaksanakan, 
misalnya masih adanya Pegawai  yang 
menangani suatu pekerjaan tidak sesuai 
dengan ketentuan. 
b) Kesempatan untuk mengikuti 
pendidikan dan latihan 
Sebanyak 12 responden (60%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya Camat selalu  berusaha 
memberi kesempatan untuk mengikuti 
pendidikan dan latihan, sedangkan 6 
responden (30%) rmenyatakan bahwa 
Camat kadang-kadang berusaha memberi 
kesempatan untuk mengikuti pendidikan 
dan latihan dan sisanya sebanyak 6 
responden (30%) menyatakan bahwa 
Camat tidak berusaha memberi 
kesempatan untuk mengikuti pendidikan 
dan latihan. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya ternyata Camat 
masih kadang-kadang berusaha untuk 
memberikan kesempatan bagi Pegawai 
dalam mengikuti pendidikan dan latihan. 
Hal ini jelas akan menjadi penghambat 
dalam peningkatan pengetahuan serta 
kecakapan pegawai, yang pada akhirnya 
menghambat pencapaian efektivitas 
pelayanan publik. 
Melalui wawancara diperoleh 
keterangan bahwa untuk mengikutsertakan 
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pegawai  dalam pendidikan dan latihan 
ternyata masih terdapat hambatan berupa 
terbatasnya dana, sehingga benar-benar 
dilakukan secara selektif. 
Berdasarkan hasil observasi, 
terlihat bahwa masih terdapat sebagian 
pegawai  yang kurang mampu dalam 
pelaksanaan tugasnya, misalnya dalam 
pembuatan laporan masih sering 
terlambat. Hal ini membuktikan bahwa 
dalam tingkat kecakapan serta 
pengetahuan pegawai  masih perlu 
ditingkatkan. 
c) Partisipasi pegawai dalam proses 
pengambilan keputusan  
Sebanyak 12 responden (60%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya, Camat selalu  berusaha 
menumbuhkan partisipasi pegawai, 
sedangkan 6 responden (30%) responden 
menyatakan bahwa Camat kadang-kadang 
berusaha menumbuhkan partisipasi 
pegawai  dan sisanya sebanyak 2 
responden (10%) menyatakan bahwa 
Camat tidak berusaha menumbuhkan 
partisipasi pegawai. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya Camat belum 
sepenuhnya berusaha menumbuhkan 
partisipasi pegawai dalam proses 
pengambilan keputusan, sehingga dalam 
pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan 
pada keputusan  yang telah dibuat, 
ternyata masih terdapat sebagian pegawai  
yang kurang bertanggung jawab. Hal ini 
jelas akan berpengaruh terhadap 
tercapainya efektivitas pelayanan publik . 
 Melalui wawancara diperoleh 
keterangan bahwa untuk menumbuhkan 
partisipasi Pegawai dalam pengambilan 
keputusan telah diusahakan, namun masih 
mendapat hambatan berupa adanya 
perbedaan-perbedaan individu. 
Dari hasil observasi menunjukan 
bahwa dalam suatu rapat kerja, ternyata 
masih terdapat pegawai yang bersifat pasif 
dalam proses pengambilan keputusan, 
dalam arti tidak menyampaikan saran 
maupun kritik, sehingga jalannya rapat 
sering didominasi oleh Camat. 
Berdasarkan uraian-uraian tentang 
penerapan tiga sub variabel dari teknik 
pematangan dan penyiapan pengikut, 
maka dapat diketahui bahwa dalam 
kepemimpinannya Camat belum 
sepenuhnya menerapkan teknik 
pematangan dan penyiapan pengikut. Hal 
ini terlihat dari nilai rata-rata dari tiga sub 
variabel teknik kepemimpinan tersebut, 
yaitu baru mencapai sebesar 65%, 
sehingga secara keseluruhan baru mecapai 
predikat “cukup baik”. Keadaan ini jelas 
akan berpengaruh terhadap terhambatnya 
peningkatan hasil kerja pegawai, yang 
akhirnya akan menghambat di dalam 
pencapaian efektivitas pelayanan publik.  
2) Teknik Human Relations 
Camat dalam kepemimpinannya 
hendaknya senantiasa berusaha 
memberikan motivasi atau dorongan 
terhadap pegawai agar pegawai dalam 
pelaksanaan pekerjaannya mempunyai 
semangat yang tinggi. Dorongan 
dimaksud diberikan melalui pemberian 
perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan 
pegawai, terutama kebutuhan psikologis. 
Melalui upaya ini diharapkan akan 
terwujud hasil kerja pegawai yang 
optimal, sehingga mendorong ke arah 
tercapainya efektivitas pelayanan publik. 
Untuk mengetahui tentang upaya 
Camat dalam penerapan teknik Human 
Relations, maka penyusun melakukan 
penelitian terhadap tiga sub variabel dari 




a) Kebutuhan akan kelayakan 
Tercapainya efektivitas pelayanan 
publik pada Kantor Camat Cingambul,  
sangat tergantung pada upaya Camat 
untuk menumbuhkan semangat kerja 
pegawai, yaitu diantaranya dengan 
memperlakukan pegawai sebagai manusia 
seutuhnya, sehingga pegawai dalam 
pelaksanaan tugasnya akan senantiasa 
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mengarah pada tercapainya efektivitas 
pelayanan publik.  
b) Kebutuhan akan penghargaan 
Tercapainya efektivitas pelayanan 
publik  pada kantor Camat Cingambul,   
juga dipengaruhi oleh upaya Camat dalam 
memberikan penghargaan bagi pegawai  
yang berprestasi. Melalui  upaya seperti 
ini diharapkan dapat meningkatkan 
semangat kerja pegawai  tersebut dan 
mendorong pegawai  lainnya untuk lebih 
meningkatkan prestasi kerjanya. 
c) Kebutuhan keamanan dan 
ketentraman 
Kualitas pegawai akan meningkat 
bila dalam kepemimpinannya Camat 
berusaha untuk selalu berusaha 
memperhatikan kebutuhan keamanan dan 
ketentraman bagi pegawai , baik 
keamanan dalam pekerjaan, keamanan 
harta benda, jiwa dan raga serta 
ketentraman pikiran. Apabila hal ini 
terpenuhi, maka pegawai  akan lebih giat 
serta merasa nyaman dalam melaksanakan 
pekerjaannya sehingga akan berpengaruh 
terhadap tercapainya efektivitas pelayanan 
publik. 
Untuk mengetahui tentang upaya 
Camat dalam penerapan teknik Human 
Relations, maka dapat diketahui melalui 
tanggapan responden terhadap tiga sub 
variabel dari teknik kepemimpinan 
tersebut, seperti yang tertuang pada tabel 
berikut ini : 
TABEL 5.2 : 
Tanggapan Responden Terhadap Upaya Camat Dalam 













f % f % F % F % 
1 Kebutuhanakan 
kelayakan  





2 Kebutuhan akan 
penghargaan 





3 Kebutuhan akan 
keamanan dan 
ketertiban 





Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2015  
Berdasarkan tanggapan responden 
pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui 
tentang upaya Camat dalam penerapan 
teknik Human Relations, yaitu sebagai 
berikut:  
a) Kebutuhan akan kelayakan 
Sebanyak 12 responden (60%)  
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya, Camat selalu  berusaha 
memperhatikan kebutuhan akan 
kelayakan, sedangkan 4 responden (20%) 
menyatakan bahwa Camat kadang-kadang 
berusaha memperhatikan kebutuhan akan 
kelayakan dan sisanya sebanyak 4 
responden (20%) menyatakan bahwa 
Camat tidak berusaha memperhatikan 
kebutuhan akan kelayakan. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya Camat telah 
berusaha memperhatikan kebutuhan akan 
kelayakan dengan cukup baik. Hal ini 
jelas akan memotivasi pegawai untuk 
lebih meningkatkan hasil kerjanya, karena 
mereka merasa telah diperlakukan sebagai 
manusia selayaknya. 
 Berdasarkan hasil wawancara 
diperoleh keterangan bahwa walaupun 
masih adanya keterbatasan waktu, namun 
kebutuhan kelayakan senantiasa 
diupayakan untuk terpenuhi, misalnya 
melalui pelaksanaan komunikasi dua arah 
serta komunikasi informal. 
Hasil observasi menunjukan 
bahwa untuk kebutuhan kelayakan, Camat 
telah berusaha memenuhi dengan jalan 
memperhatikan pegawai sebagai layaknya 
manusia, yaitu melalui dialog dan diskusi 
mengenai berbagai permasalahan yang 
dihadapi oleh pegawai.  
b) Kebutuhan akan penghargaan 
Sebanyak 15 responden (75%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya Camat selalu berusaha 
untuk memberikan penghargaan bagi 
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pegawai yang berprestasi, sedangkan 3 
responden (15%)  menyatakan bahwa 
Camat kadang-kadang berusaha untuk 
memberikan penghargaan bagi pegawai  
yang berprestasi dan sisanya sebanyak 2 
responden (10%) menyatakan bahwa 
Camat tidak berusaha untuk memberikan 
penghargaan bagi pegawai  yang 
berprestasi. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya ternyata Camat 
masih kadang-kadang berusaha untuk 
memberikan penghargaan bagi pegawai  
yang berprestasi. Hal ini jelas akan 
menghambat terhadap terwujudnya 
semangat kerja yang tinggi dan pada 
akhirnya menghambat pula terhadap 
pencapaian efektivitas pelayanan publik. 
Melalui wawancara diperoleh 
keterangan bahwa untuk memberikan 
penghargaan bagi Pegawai  yang 
berprestasi ternyata masih terdapat 
hambatan berupa terbatasnya dana. 
Berdasarkan hasil observasi 
menunjukan bahwa Camat belum 
sepenuhnya menerapkan pemberian 
penghargaan bagi pegawai yang 
berprestasi, khususnya penghargaan yang 
berupa materi, sehingga semangat kerja 
pegawai  masih rendah.   
c) Kebutuhan keamanan dan 
ketentraman 
Sebanyak 14 responden (70%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya, Camat selalu  berusaha 
untuk memperhatikan kebutuhan 
keamanan dan ketentraman pegawai, 
sedangkan 4 responden (20%)  
menyatakan bahwa Camat kadang-kadang 
berusaha untuk memperhatikan kebutuhan 
keamanan dan ketentraman Pegawai  dan 
sisanya sebanyak 2 responden (10%) 
menyatakan bahwa Camat tidak berusaha 
untuk memperhatikan kebutuhan 
keamanan dan ketentraman pegawai. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya Camat belum 
sepenuhnya berusaha untuk 
memperhatikan kebutuhan keamanan dan 
ketentraman pegawai. Untuk itu Camat 
dituntut untuk lebih memperhatikan 
kebutuhan keamanan dan ketentraman 
pegawai, agar pegawai  dalam 
melaksanakan pekerjaannya merasa aman 
dan nyaman. 
Melalui wawancara diperoleh 
keterangan bahwa untuk memperhatikan 
kebutuhan keamanan dan ketentraman 
pegawai  ternyata masih mendapat 
hambatan berupa keterbatasan dana untuk 
memenuhi sarana dan prasarana. 
Dari hasil observasi menunjukan 
bahwa masih terdapat pegawai dalam 
pelaksanaan tugasnya tidak ditunjang oleh 
fasilitas kerja yang memadai, misalnya 
dalam tugas operasional di lapangan, 
sehingga pegawai merasa kurang tentram 
dalam pelaksanaan kerjanya. Kondisi 
demikian jelas akan menghambat dalam 
pencapaian efektivitas pelayanan publik. 
Berdasarkan uraian-uraian tentang 
penerapan tiga sub variabel dari teknik 
human relations, maka dapat diketahui 
bahwa dalam kepemimpinannya Camat 
belum sepenuhnya menerapkan teknik 
human relations. Hal ini terlihat dari nilai 
rata-rata dari tiga sub variabel teknik 
kepemimpinan tersebut, yaitu baru 
mencapai sebesar 68,30%, sehingga 
secara keseluruhan  baru mencapai 
predikat “cukup baik”. Keadaan ini jelas 
akan menghambat terwujudnya semangat 
dan kesungguhan pegawai  dalam 
pelaksanaan tugasnya, sehingga akan 
menghambat tercapainya efektivitas 
pelayanan publik. 
3) Teknik Menjadi Teladan 
Tercapainya prestasi kerja  
pegawai  pada kantor Camat Cingambul, 
sangat tergantung pada upaya Camat 
dalam menerapkan teknik menjadi 
teladan, dalam arti pemberian keteladanan 
kepada pegawai, baik dalam segi disiplin 
yaitu melalui anjuran dan larangan dalam 
melaksanakan pekerjaan. 
Untuk  mengetahui tentang upaya 
Camat dalam penerapan teknik menjadi 
teladan, maka penyusun melakukan 
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penelitian terhadap tiga sub variabel dari 
teknik kepemimpinan tersebut, yaitu  
sebagai berikut : 
a) Kedisiplinan 
Salah satu indikator prestasi kerja 
adalah adanya disiplin kerja. Tercapainya 
efektivitas pelayanan publik  sangat 
tergantung pada upaya Camat dalam 
memberikan keteladanan dalam hal 
kedisiplinan, sehingga pegawai  merasa 
termotivasi untuk meningkatkan disiplin 
kerjanya.  
b) Pemberian contoh  
Jika Camat dalam 
kepemimpinannya selalu  berusaha 
memberikan contoh tentang pelaksanaan 
kerja yang baik terhadap setiap Pegawai, 
maka Pegawai  dalam pelaksanaan 
pekerjaannya senantiasa berdasarkan 
prosedur kerja yang benar, yang pada 
akhirnya akan mengarah pada pencapaian 
efektivitas pelayanan publik. 
c) Pelaksanaan kebijaksanaan 
Upaya Camat dalam memberikan 
keteladan mengenai pelaksanaan 
kebijaksanaan sangat berpengaruh 
terhadap efektivitas pelayanan publik. 
Pelaksanaan kebijakan hendaknya selalu 
berusaha berdasarkan pada peraturan yang 
berlaku, sehingga pegawai dalam 
melaksanakan pekerjaannya selalu 
berusaha berupaya berpedoman pada 
peraturan maupun kebijaksanaan yang 
telah ditetapkan. Melalui upaya ini, maka 
akan tercipta ketertiban dalam pekerjaan. 
Untuk mengetahui tentang upaya 
Camat dalam penerapan teknik menjadi 
teladan, maka dapat diketahui melalui 
tanggapan responden terhadap tiga sub 
variabel dari teknik kepemimpinan 
tersebut, seperti yang tertuang pada tabel 




TABEL 5.3 : 
Tanggapan Responden Terhadap Upaya Camat Dalam 
Menerapkan  Teknik Menjadi Teladan 
(N=20) 
N Indikator Kriteria Jawaban Jumlah 







f % f % f % F % 

















Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2015  
Berdasarkan tanggapan responden 
pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui 
tentang upaya Camat dalam penerapan 
teknik menjadi teladan, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Kedisiplinan 
Sebanyak 14 responden (70%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya, Camat selalu berusaha 
untuk memberikan keteladanan dalam hal 
kedisiplinan, sedangkan 3 responden 
(15%)  menyatakan bahwa Camat kadang-
kadang berusaha untuk memberikan 
keteladanan dalam hal kedisiplinan dan 
sisanya sebanyak 3 responden (15%) 
menyatakan bahwa Camat tidak berusaha 
untuk memberikan keteladanan dalam hal 
kedisiplinan. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya Camat telah 
berusaha memberikan keteladanan dalam 
hal kedisiplinan  dengan cukup baik. Hal 
ini jelas akan memotivasi pegawai  untuk 
lebih berdisiplin dalam pelaksanaan 
tugasnya, sehingga efektivitas pelayanan 
publik  dapat tercapai.  
Berdasarkan hasil wawancara 
diperoleh keterangan bahwa untuk 
mencapai prestasi kerja, maka pegawai 
senantiasa diberi motivasi melalui 
pemberian contoh kedisiplinan dalam 
pelaksanaan tugas.   
Hasil observasi menunjukan 
bahwa pada setiap pelaksanaan pekerjaan, 
ternyata Camat senantiasa memberikan 
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teladan kedisiplinan kepada bawahannya 
sesuai ketentuan maupun prosedur kerja 
yang telah ditetapkan.   
b) Pemberian contoh 
Sebanyak 12 responden (60%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya, Camat selalu berusaha 
untuk memberikan contoh tentang 
pelaksanaan pekerjaan, sedangkan 4 
responden (20%) menyatakan bahwa 
Camat kadang-kadang berusaha untuk 
memberikan contoh tentang pelaksanaan 
pekerjaan  dan sisanya sebanyak 4 
responden (20%) menyatakan bahwa 
Camat tidak berusaha untuk memberikan 
contoh tentang pelaksanaan pekerjaan. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya Camat telah 
berusaha memberikan keteladanan dalam 
hal kedisiplinan  dengan cukup baik yaitu 
selalu  berusaha memberi contoh. Hal ini 
jelas akan memotivasi pegawai  untuk 
lebih meningkatkan hasil kerjanya, 
sehingga efektivitas pelayanan publik  
dapat tercapai.  
Berdasarkan hasil wawancara 
diperoleh keterangan bahwa dalam setiap 
pelaksanaan pekerjaan senantiasa 
diberikan contoh, agar pegawai berupaya 
meningkatkan prestasi kerjanya.   
Hasil observasi menunjukan 
bahwa pada setiap pelaksanaan pekerjaan, 
ternyata Camat senantiasa memberikan 
petunjuk tentang cara kerja yang benar 
kepada pegawai, misalnya dalam proses 
pembuatan laporan kerja. 
c) Pelaksanaan kebijaksanaan 
Sebanyak 12 responden (60%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya Camat selalu  berusaha 
untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, 
sedangkan 6 responden (30%) 
menyatakan bahwa Camat kadang-kadang 
berusaha untuk melaksanakan 
kebijaksanaan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan sisanya sebanyak 2 
responden (10%) menyatakan bahwa 
Camat tidak berusaha untuk melaksanakan 
kebijaksanaan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam pelaksanaan kepemimpinannya 
ternyata Camat telah berusaha dengan 
cukup baik untuk senantiasa 
mengupayakan pengambilan 
kebijaksanaan yang sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Hal tersebut akan 
memotivasi pegawai  untuk lebih patuh 
pada peraturan maupun ketentuan  yang 
berlaku, sehingga dapat meningkatkan 
hasil kerjanya secara optimal. 
Melalui wawancara diperoleh 
keterangan bahwa dalam hal pengambilan 
kebijaksanaan selalu  berusaha 
berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
agar tercipta suatu ketertiban dalam proses 
pelaksanaan pekerjaan. 
Dari hasil observasi menunjukan 
bahwa Camat pada setiap proses 
pengambilan keputusan selalu  berusaha 
berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 
Berdasarkan uraian-uraian tentang 
penerapan tiga sub variabel dari teknik 
menjadi teladan, maka dapat diketahui 
bahwa dalam kepemimpinannya Camat 
belum sepenuhnya menerapkan teknik 
menjadi teladan. Hal ini terlihat dari nilai 
rata-rata dari tiga sub variabel teknik 
kepemimpinan tersebut, yaitu baru 
mencapai sebesar 63,30%, sehingga 
secara keseluruhan  baru mecapai predikat 
“cukup baik”.  
4) Teknik Persuasi dan Pemberian 
Perintah 
Efektivitas pelayanan publik pada 
Kantor Camat  Cingambul Kabupaten 
Majalengka akan tercapai apabila Camat 
dalam kepemimpinannya selalu  berusaha 
untuk melakukan persuasi dan pemberian 
perintah, yaitu mengupayakan agar 
pegawai  yang diberi perintah mau 
melaksanakan perintah tersebut dengan 
senang hati. 
Untuk  mengetahui tentang upaya 
Camat dalam penerapan teknik  persuasi 
dan pemberian perintah, maka penyusun 
melakukan penelitian terhadap tiga sub 
CENDEKIA 
Jurnal Ilmu Administrasi Negara 
 
Volume X No. 1 Januari - Juni 2017 
Pusat Studi Sosial dan Kebijakan (PUSAKA)  
FISIP – Universitas Majalengka 
56 
ISSN  1907-6711 
variabel dari teknik kepemimpinan 
tersebut, yaitu  sebagai berikut : 
a) Kejelasan 
Tercapainya  efektivitas 
pelayanan publik pada Kator Camat 
Cingambul Kabupaten Majalengka sangat 
tergantung pada upaya Camat dalam 
memberikan perintah secara jelas, dalam 
arti perintah tersebut dapat dimengerti 
oleh pegawai  yang menerimanya, 
sehingga dalam pelaksanaan tugasnya 
dapat mengarah pada hasil yang 
diinginkan.  
b) Ketepatan dalam pemberian perintah 
Dalam pemberian perintah 
hendaknya Camat selalu  berusaha 
mengupayakan agar perintah tersebut 
diberikan kepada pegawai  yang tepat atau 
sesuai dengan bidang tugasnya. Melalui 
upaya ini dengan sendirinya akan 
memotivasi pegawai  untuk bersemangat 
dalam pelaksanaan pekerjaan tugasnya 
sehingga hasil kerja dapat ditingkatkan. 
c) Motivasi dalam pemberian perintah 
Hendaknya pada setiap pemberian 
perintah Camat berusaha memberikan 
motivasi agar pegawai yang menerima 
perintah merasa terdorong untuk 
melaksanakan perintah dengan penuh 
semangat, yang pada akhirnya 
berpengaruh terhadap peningkatan hasil 
kerja pegawai . 
Untuk mengetahui tentang upaya 
Camat dalam penerapan teknik persuasi 
dan pemberian perintah, maka dapat 
diketahui melalui tanggapan responden 
terhadap tiga sub variabel dari teknik 
kepemimpinan tersebut, seperti yang 
tertuang pada tabel berikut ini : 
 
TABEL 5.4 : 
Tanggapan Responden Terhadap Upaya Camat Dalam Menerapkan  




















































Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2015  
Berdasarkan tanggapan responden 
pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui 
tentang upaya Camat dalam penerapan 
teknik persuasi dan pemberian perintah, 
yaitu sebagai berikut : 
 
a) Kejelasan  
Sebanyak 12 responden (60%) 
menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 
kepemimpinannya, Camat selalu  berusaha 
untuk memberikan perintah secara jelas, 
sedangkan 4 responden (20%)  
menyatakan bahwa Camat kadang-kadang 
berusaha untuk memberikan memberikan 
perintah secara jelas dan sisanya sebanyak 
4 responden (20%) menyatakan bahwa 
Camat tidak berusaha untuk memberikan 
perintah secara jelas. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya Camat belum 
sepenuhnya berusaha memberikan 
perintah dengan cukup jelas. Hal ini akan 
berpengaruh terhadap pencapaian hasil 
kerja pegawai, karena dapat menimbulkan 
kesalahanpahaman pegawai yang 
menerima perintah, sehingga dapat 
menimbulkan kesalahan dalam proses 
pelaksanaan pekerjaan, dengan demikian 
maka akan menghambat dalam 
pencapaian efektivitas pelayanan publik.  
Berdasarkan hasil wawancara 
diperoleh keterangan bahwa dalam 
pemberian perintah Selalu berusaha 
diusahakan sejelas mungkin, namun 
karena adanya perbedaan individu, 
ternyata masih terdapat kesalahpahaman 
dalam penerimaan perintah oleh pegawai.   
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Hasil observasi menunjukan 
bahwa Camat pada setiap pemberian 
perintah Selalu  berusaha diberikan secara 
jelas, misalnya dalam kegiatan briefing 
dalam membahas mengenai apa yang 
harus dilaksanakan dan bagaimana proses 
serta prosedur dari pelaksanaan tugas 
tersebut sampai dengan target yang harus 
dicapai. Perbedaan pengetahuan serta 
kecakapan diantara Pegawai menyebabkan 
masih ada sebagian pegawai yang dalam 
pelaksanaan pekerjaannya kurang sesuai 
dengan perintah yang diberikan. Misalnya 
dalam mencatat apa yang dibahas rapat 
seharusnya dilakukan pencatatan secara 
rapih, ternyata hanya sekedar dalam satu 
lembar kertas atau bukan pada buku yang 
khusus. 
a) Ketepatan dalam pemberian perintah 
Sebanyak 13 responden (65%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya, Camat selalu berusaha 
untuk memberikan perintah kepada 
pegawai yang tepat, sedangkan 5 
responden (20%) menyatakan bahwa 
Camat kadang-kadang berusaha untuk 
memberikan perintah kepada pegawai  
yang tepat dan sisanya sebanyak 2 
responden (10%) menyatakan bahwa 
Camat tidak berusaha untuk memberikan 
perintah kepada pegawai  yang tepat. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya Camat belum 
berusaha secara optimal untuk selalu 
berusaha memberikan perintah kepada 
pegawai  yang tepat demi terwujudnya 
ketertiban dalam organisasi. 
 Berdasarkan hasil wawancara 
diperoleh keterangan bahwa dalam 
pemberian perintah, diakui belum 
sepenuhnya diberikan kepada pegawai  
yang sesuai dengan bidang tugasnya atau 
kewajibannya. Hal ini disebabkan karena 
adanya perbedaan individu. 
Dari hasil observasi menunjukan 
bahwa pemberian perintah oleh Camat 
belum sepenuhnya berdasarkan pada tugas 
dan fungsi dari pegawai, misalnya yang 
menyangkut sosialisasi program 
pembangunan. 
b) Motivasi dalam pemberian perintah 
Sebanyak 13 responden (65%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya Camat selalu berusaha 
untuk memberikan perintah disertai 
dengan pemberian motivasi, sedangkan 5 
responden (20%) menyatakan bahwa 
Camat kadang-kadang berusaha untuk 
memberikan perintah disertai dengan 
pemberian motivasi, dan sisanya sebanyak 
2 responden (10%) menyatakan bahwa 
Camat tidak berusaha untuk memberikan 
perintah disertai dengan pemberian 
motivasi. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya ternyata Camat 
belum sepenuhnya berusaha untuk Selalu  
berusaha memberikan motivasi dalam 
setiap pemberian perintah, sehingga 
pegawai  belum sepenuhnya menunjukan 
semangat kerja yang tinggi untuk 
mengerjakan tugasnya, yang pada 
akhirnya menghambat dalam pencapaian 
efektivitas pelayanan publik. 
Melalui wawancara diperoleh 
keterangan bahwa dalam hal pemberian 
perintah senantiasa diusahakan dengan 
pemberian motivasi, namun dikarenakan 
adanya keterbatasan dana, maka motivasi 
tersebut belum sepenuhnya diberikan, 
seperti berupa fasilitas kerja. 
Dari hasil observasi menunjukan 
bahwa dalam pemberian perintah oleh 
Camat belum sepenuhnya disertai dengan 
adanya pemberian motivasi. Misalnya 
dalam pelaksanaan tugas operasional di 
lapangan, Pegawai  kurang ditunjang 
dengan fasilitas kerja yang memadai. 
 Berdasarkan uraian-uraian 
tentang penerapan tiga sub variabel dari 
teknik persuasi dan pemberian perintah, 
maka dapat diketahui bahwa dalam 
kepemimpinannya Camat belum 
sepenuhnya menerapkan teknik tersebut. 
Hal ini terlihat dari nilai rata-rata dari tiga 
sub variabel teknik kepemimpinan 
tersebut, yaitu baru mencapai sebesar 
CENDEKIA 
Jurnal Ilmu Administrasi Negara 
 
Volume X No. 1 Januari - Juni 2017 
Pusat Studi Sosial dan Kebijakan (PUSAKA)  
FISIP – Universitas Majalengka 
58 
ISSN  1907-6711 
63,30%, sehingga secara keseluruhan baru 
mencapai predikat “kurang baik”. 
Keadaan ini jelas akan menghambat upaya 
pencapaian efektivitas pelayanan publik . 
5) Teknik Penggunaan Sistem 
Komunikasi Yang Cocok 
Efektivitas pelayanan publik pada 
Kantor Camat Cingambul Kabupaten 
Majalengka akan tercapai apabila 
Camat dalam kepemimpinannya 
berusaha untuk menggunakan sistem 
komunikasi yang cocok. Dalam arti 
penyampaian pesan akan berhasil 
dengan baik, apabila Camat menguasai 
teknik komunikasi yang benar. 
Untuk  mengetahui tentang upaya 
Camat dalam penerapan teknik 
penggunaan sistem komunikasi yang 
cocok, maka penyusun melakukan 
penelitian terhadap tiga sub variabel 
dari teknik kepemimpinan tersebut, 
yaitu  sebagai berikut : 
 
a) Komunikasi dua arah 
Efektivitas pelayanan publik pada 
Kantor Camat Cingambul Kabupaten 
Majalengka akan tercapai apabila 
Camat dalam kepemimpinannya 
berusaha untuk mengupayakan 
terciptanya komunikasi dua arah dalam 
arti bersikap terbuka terhadap saran 
dan kritik yang disampaikan oleh 
pegawai. 
b) Sistem komunikasi instruksional 
Jika Camat dalam kepemimpinannya 
berusaha memberikan penjelasan 
terhadap Pegawai, yaitu dalam hal 
yang menyangkut tentang 
kebijaksanaan dari pihak yang lebih 
tinggi, maka pegawai  dalam 
melaksanakan perintah tersebut akan 
senantiasa sesuai dengan kebijakan 
yang telah ditetapkan, sehingga akan 
mencapai hasil kerja yang optimal. 
c) Penyampaian tugas secara tertulis 
Dalam menyampaikan tugas yang 
bersifat rutin, Camat hendaknya 
berusaha menyampaikan tugas tersebut 
secara tertulis, sehingga pegawai  
mempunyai pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaannya. Hal ini 
akan mendorong keberhasilan 
pelaksanaan tugas tersebut.  
Untuk mengetahui tentang upaya 
Camat dalam penerapan teknik 
penggunaan sistem komunikasi yang 
cocok, maka dapat diketahui melalui 
tanggapan responden terhadap tiga sub 
variabel dari teknik kepemimpinan 
tersebut, seperti yang tertuang pada 





TABEL 5.5 : 
Tanggapan Responden Terhadap Upaya Camat Dalam Menerapkan  
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Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2015  
 
Berdasarkan tanggapan responden 
pada tabel tersebut di atas, dapat 
diketahui tentang upaya Camat dalam 
penerapan teknik penggunaan sistem 
komunikasi yang cocok, yaitu sebagai 
berikut : 
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a) Komunikasi dua arah 
Sebanyak 15 responden  (75%)  
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya, Camat selalu  
berusaha untuk bersifat terbuka 
terhadap saran dan kritik dari Pegawai, 
sedangkan 4 responden (20%)  
menyatakan bahwa Camat kadang-
kadang berusaha untuk bersifat terbuka 
terhadap saran dan kritik dari pegawai  
dan sisanya sebanyak   1 responden 
(5%)  menyatakan bahwa Camat tidak 
bersifat terbuka terhadap saran dan 
kritik dari Pegawai. 
Dari tanggapan responden tersebut, 
maka dapat diketahui bahwa dalam 
kepemimpinannya Camat belum 
sepenuhnya berusaha untuk bersifat 
terbuka terhadap saran dan kritik yang 
disampaikan oleh pegawai  sehingga 
terwujud adanya saling pengertian 
diantara Camat dengan pegawai. 
Kondisi demikian jelas akan 
menunjang terhadap peningkatan serta 
tanggung jawab pada diri pegawai  
dalam pelaksanaan pekerjaannya, 
sehingga dengan sendirinya efektivitas 
pelayanan publik  dapat tercapai.  
Berdasarkan hasil wawancara 
diperoleh keterangan bahwa komunikasi 
dua arah senantiasa dilakukan guna 
menumbuhkan rasa kebersamaan diantara 
Camat dengan  pegawai  sehingga kerja 
sama dalam pencapaian tujuan organisasi 
dapat tercapai. Namun karena adanya 
perbedaan individu, maka komunikasi dua 
arah belum sepenuhnya terlaksana dengan 
baik. 
Dari hasil observasi menunjukan 
bahwa dalam proses pengambilan 
keputusan, ternyata Camat telah berusaha 
untuk menampung seluruh aspirasi 
Pegawai  maupun masyarakat. Hal ini 
jelas  akan menumbuhkan adanya rasa 
saling percaya, sehingga akan 
berpengaruh terhadap peningkatan 
efektivitas pelayanan publik. 
b) Knikasi instruksional 
Sebanyak 14 responden (70%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya, Camat selalu  berusaha 
untuk memberikan penjelasan terhadap 
kebijaksanaan dari instansi yang lebih 
tinggi, sedangkan 2 responden (10%)  
menyatakan bahwa Camat kadang-kadang 
berusaha untuk memberikan penjelasan 
terhadap kebijaksanaan dari instansi yang 
lebih tinggi dan sisanya sebanyak 4 
responden (20%) menyatakan bahwa 
Camat tidak berusaha untuk memberikan 
penjelasan terhadap kebijaksanaan dari 
instansi yang lebih tinggi. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya ternyata  Camat 
belum sepenuhnya  berusaha untuk 
memberikan penjelasan terhadap 
kebijaksanaan dari instansi yang lebih 
tinggi sehingga menyulitkan Pegawai  
dalam pengerjaan perintah tersebut. 
 Berdasarkan hasil wawancara 
diperoleh keterangan bahwa untuk 
melakukan komunikasi instruksional 
belum sepenuhnya dilaksanakan, karena 
masih mendapat hambatan berupa adanya 
perbedaan individu pegawai, yaitu 
perbedaan kecakapan, pengetahuan dan 
kemampuan. 
Dari hasil observasi menunjukan 
bahwa dalam hal menyangkut suatu 
kebijaksanaan dari atas, ternyata Camat  
masih mendapat hambatan berupa adanya 
perbedaan individu pegawai, yaitu 
perbedaan kecakapan, pengetahuan dan 
kemampuan pegawai. Hal ini terlihat dari 
sering diulangnya penjelasan tersebut 
pada setiap kesempatan. Misalnya tentang 
kegiatan rutin yang harus dilaksanakan 
oleh pegawai. 
c) Penyampaian tugas secara tertulis 
Sebanyak 12 responden (60%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya Camat selalu berusaha 
untuk memberikan tugas secara tertulis, 
sedangkan 4 responden (20%) 
menyatakan bahwa Camat kadang-kadang 
berusaha untuk memberikan tugas secara 
tertulis, dan sisanya sebanyak 4 responden 
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(20%)  menyatakan bahwa Camat tidak 
berusaha untuk memberikan tugas secara 
tertulis. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya ternyata Camat 
belum sepenuhnya berusaha untuk secara 
optimal untuk memberikan tugas secara 
tertulis dalam kegiatan yang bersifat rutin, 
sehingga dalam pelaksanaan pekerjaannya 
pegawai  kurang memiliki pedoman. Hal 
ini jelas akan menghambat dalam 
pencapaian efektivitas pelayanan publik. 
Melalui wawancara diperoleh 
keterangan bahwa untuk memberikan 
tugas secara tertulis masih mendapat 
hambatan berupa belum meratanya 
kemampuan serta keterampilan pegawai, 
sehingga masih terjadi adanya sebagian 
pegawai  yang tidak memahami isi 
perintah. 
Dari hasil observasi menunjukan 
bahwa masih terdapat pegawai  yang 
bersifat ragu terhadap isi perintah, 
misalnya dalam pelaksanaan dari suatu 
kebijakan yang diterimanya. 
 Berdasarkan uraian-uraian 
tentang penerapan tiga sub variabel dari 
teknik penggunaan sistem komunikasi 
yang cocok, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya Camat belum 
sepenuhnya menerapkan teknik tersebut. 
Hal ini terlihat dari nilai rata-rata dari tiga 
sub variabel teknik kepemimpinan 
tersebut, yaitu baru mencapai sebesar 
68,30%, sehingga secara keseluruhan baru 
mencapai predikat “cukup baik”. Keadaan 
ini jelas akan berpengaruh terhadap 
terhambatnya peningkatan hasil kerja 
pegawai, yang akhirnya akan menghambat 
dalam mencapai efektivitas pelayanan 
publik. 
6) Teknik Penyediaan Fasilitas 
Efektivitas pelayanan publik pada 
Kantor Camat Cingambul Kabupaten 
Majalengka akan tercapai apabila Camat 
dalam kepemimpinannya selalu  berusaha 
berupaya untuk memperhatikan 
penyediaan fasilitas kerja bagi 
kepentingan pelaksanaan pekerjaan 
Pegawai, sehingga kemampuan serta hasil 
kerja dari Pegawai  dapat ditingkatkan. 
Untuk  mengetahui tentang upaya 
Camat dalam penerapan teknik 
penyediaan fasilitas, maka penyusun 
melakukan penelitian terhadap tiga sub 
variabel dari teknik kepemimpinan 
tersebut, yaitu  sebagai berikut : 
a) Kelengkapan fasilitas kerja 
Tercapainya efektivitas pelayanan 
publik pada Kantor Camat Cingambul 
Kabupaten Majalengka sangat dipengaruhi 
oleh kemampuan Camat dalam 
memperhatikan fasilitas kerja yang 
dibutuhkan oleh pegawai, sehingga akan 
mempermudah dalam pelaksananaan 
pekerjaan pegawai.  
 
b) Ketepatan penyimpanan fasilitas 
kerja 
Hendaknya Camat dalam 
kepemimpinannya berusaha untuk 
memperhatikan penyimpanan fasilitas 
kerja yang tepat, sehingga memudahkan 
pegawai dalam pelaksanaan pekerjaannya.  
c) Pemeliharaan fasilitas kerja 
Jika Camat dalam 
kepemimpinannya berusaha untuk 
memperhatikan pemeliharaan fasilitas 
kerja, maka hasil kerja pegawai  dapat 
ditingkatkan secara optimal.  
Untuk mengetahui tentang upaya 
Camat dalam penerapan teknik 
penyediaan fasilitas kerja, maka dapat 
diketahui melalui tanggapan responden 
terhadap tiga sub variabel dari teknik 
kepemimpinan tersebut, seperti yang 
tertuang pada tabel berikut ini : 
TABEL 5.6 : 
Tanggapan Responden Terhadap Upaya Camat Dalam Menerapkan  
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Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2015  
Berdasarkan tanggapan responden 
pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui 
tentang upaya Camat dalam penerapan 
teknik penyediaan fasilitas, yaitu sebagai 
berikut : 
a) Kelengkapan fasilitas kerja 
Sebanyak 11 responden (55%)  
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya, Camat kurang  
berusaha untuk memperhatikan 
kelengkapan fasilitas kerja, sedangkan 5 
responden (25%) menyatakan bahwa 
Camat kadang-kadang berusaha untuk 
memperhatikan kelengkapan fasilitas kerja 
dan sisanya sebanyak 4 responden (20%)  
menyatakan bahwa Camat tidak berusaha 
untuk memperhatikan kelengkapan 
fasilitas kerja. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya ternyata Camat 
belum sepenuhnya berusaha untuk 
memperhatikan kelengkapan fasilitas 
kerja, hai ini jelas akan menyulitkan 
dalam pencapaian hasil kerja yang optimal 
dari seluruh pegawai yang pada akhirnya 
akan menghambat dalam pencapaian 
efektivitas pelayanan publik.  
Berdasarkan hasil wawancara 
diperoleh keterangan bahwa untuk 
memenuhi kelengkapan fasilitas kerja 
ternyata masih terdapat hambatan berupa 
terbatasnya dana. 
Dari hasil observasi menunjukan 
bahwa dalam pelaksanaan 
kepemimpinannya, Camat belum 
sepenuhnya menyediakan fasilitas yang 
lengkap. Misalnya rak, lemari, maupun 
fasilitas pelayanan publik  untuk 
menunjang proses pelayanan publik.  
b) Ketepatan penyimpanan fasilitas kerja 
Sebanyak 14 responden (70%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya, Camat selalu  berusaha 
mengarahkan untuk menempatkan fasilitas 
kerja secara tepat, sedangkan 2 responden 
(10%)  menyatakan bahwa Camat kadang-
kadang berusaha mengarahkan untuk 
menempatkan fasilitas kerja secara tepat 
dan sisanya sebanyak 4 responden (20%) 
menyatakan bahwa Camat tidak berusaha 
mengarahkan  untuk menempatkan 
fasilitas kerja secara tepat. 
Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya ternyata Camat 
belum sepenuhnya berusaha untuk 
menempatkan fasilitas kerja yang tepat. 
Keadaan ini jelas merupakan penghambat 
dalam pencapaian efektivitas pelayanan 
publik, karena akan menyulitkan pegawai  
dalam pelaksanaan pekerjaannya. 
Berdasarkan hasil wawancara 
diperoleh keterangan bahwa menempatkan 
fasilitas kerja secara tepat,  masih 
mendapat hambatan berupa terbatasnya 
ruang kerja yang ada. 
Dari hasil observasi menunjukan 
bahwa pelaksanaan pekerjaan mesih 
mendapat kesulitan dalam penggunaan 
fasilitas kerja. Misalnya penempatan 
komputer, meja kerja serta lemari belum 
tertata secara rapi. Kondisi ini disebabkan 
dalam penataan ruangan belum 
sepenuhnya dilakukan. 
c) Pemeliharaan fasilitas kerja 
Sebanyak 13 responden (65%) 
menyatakan bahwa dalam 
kepemimpinannya Camat selalu  berusaha 
memperhatikan pemeliharaan fasilitas 
kerja, sedangkan 5 responden (20%) 
menyatakan bahwa Camat kadang-kadang 
berusaha memperhatikan pemeliharaan 
fasilitas kerja, dan sisanya sebanyak 2  
responden (10%) menyatakan bahwa 
Camat tidak berusaha memperhatikan 
pemeliharaan fasilitas kerja. 
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Dari tanggapan responden 
tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dalam kepemimpinannya ternyata Camat 
belum sepenuhnya berusaha dalam 
pemeliharaan fasilitas kerja, sehingga 
masih dituntut untuk lebih memperhatikan 
pemeliharaan fasilitas kerja agara tidak 
menghambat pelaksanaan kerja pegawai. 
Melalui wawancara diperoleh 
keterangan bahwa untuk memperhatikan 
pemeliharaan fasilitas kerja masih 
mendapat hambatan berupa terbatasnya 
dana serta masih adanya sebagian pegawai  
yang kurang disiplin/tanggung jawab 
dalam penggunaan fasilitas kerja. 
Dari hasil observasi menunjukan 
bahwa untuk fasilitas kerja ternyata masih 
kurang mendapat perhatian dalam 
pemeliharaannya. Misalnya banyak alat 
yang nampak kurang terawat, seperti 
mesin tik, meja serta kursi dalam kondisi 
kotor karena kurang terawat. 
 Berdasarkan uraian-uraian 
tentang penerapan tiga sub variabel dari 
teknik pemeliharaan fasilitas, maka dapat 
diketahui bahwa dalam kepemimpinannya 
Camat belum sepenuhnya menerapkan 
teknik tersebut. Hal ini terlihat dari nilai 
rata-rata dari tiga sub variabel teknik 
kepemimpinan tersebut, yaitu baru 
mencapai sebesar 65%, sehingga secara 
keseluruhan  baru mecapai predikat 
“cukup baik”. Keadaan ini jelas akan 
menghambat dalam peningkatan hasil 
kerja pegawai, yang pada akhirnya 
berpengaruh terhadap efektivitas 
pelayanan publik. 
Berdasarkan angket yang 
penyusun sebarkan tentang kepemimpinan 
Camat yang didasarkan pada penerapan 
teknik-teknik kepemimpinan dalam 
mencapai efektivitas pelayanan publik  
pada Kantor  Camat  Cingambul,   maka 
dapat diketahui Rekapitulasi Nilai 
Tertinggi dalam penerapan teknik-teknik 
kepemimpinan seperti yang tertuang pada 
tabel berikut : 
TABEL 5.7 : 
Rekapitulasi Nilai Tertinggi  Penerapan  Teknik-Teknik 
Kepemimpinan Oleh Camat 










Teknik Pematangan dan Penyiapan Pengikut: 
a. Pengarahan dan bimbingan  
b. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan 
latihan 











2 Teknik Human Relation : 
a. Kebutuhan kelayakan 
b. Kebutuhan akan penghargaan 









3 Teknik Menjadi Teladan : 
a. Kedisiplinan 
b. Pemberian contoh 
c. Pelaksanaan kebijaksanaan 
 
    14 
    12 





4 Teknik Persuasi dan Pemberian Perintah : 
a. Kejelasan 
b. Ketepatan dalam pemberian perintah 
c. Motivasi dalam pemberian perintah 
 
    12 
    13 





5 Teknik Penggunaan Sistem Komunikasi Yang 
Cocok  
a. Komunikasi dua arah 
b. Komunikasi intruksional 
c. Penyampaian tugas secara tertulis 
 
    15 
    14 







Teknik Penyediaan Fasilitas 
a. Kelengkapan Fasilitas Kerja 
b. Ketepatan penyimpanan fasilitas kerja 
c. Pemeliharaan fasilitas kerja 
 
    11 
    14 





Jumlah  1180 
Rata-rata    (1175  : 18) =65,27 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2015 
 Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, 
maka dapat diketahui bahwa angka rata-
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rata nilai tertinggi baru mencapai  65,27%, 
sehingga apabila dihubungkan dengan 
standar prosentase baru mencapai predikat 
“Cukup Baik”. Jadi berdasarkan hal 
tersebut, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa ternyata Camat dalam pelaksanaan 
kepemimpinannya masih perlu bberusaha 
lagi menerapkan teknik-teknik 
kepemimpinan. 
Dengan demikian, dapat diketahui 
bahwa untuk mencapai efektivitas 
pelayanan publik, maka Camat dalam 
kepemimpinannya harus berusaha 
meningkatkan persentase nilai rata-rata 
dalam penerapan teknik-teknik 
kepemimipinan, sehingga akan 
berpengaruh terhadap peningkatan 
persentase nilai rata-rata dari efektivitas 
pelayanan publik  pada Kantor Camat  
Cingambul Kabupaten Majalengka . 
Kemudian untuk mengetahui 
tentang tingkat efektivitas pelayanan 
publik  pada Kantor Camat Cingambul  
Kabupaten Majalengka, maka penyusun 
sebarkan angket kepada 20 orang 
responden. Adapun isinya adalah empat 
sub variabel dari efektivitas pelayanan 
tersebut yaitu sebagai berikut : 
a. Tepat, artinya pekerjaan yang 
diselesaikan tepat waktu dan tepat 
sasaran serta realistis. 
b. Cepat, artinya sebelum waktu yang 
telah ditetapkan, pekerjaan tersebut 
dapat diselesaikan atau sesuai dengan 
peraturan atau target  yang telah 
ditetapkan. 
c. Hemat, artinya tanpa terjadinya 
pemborosan dalam bidang apapun 
dalam pelaksanaan pekerjaan untuk 
mencapai tujuan tersebut. 
d. Selamat, artinya mencapai tujuan 
tanpa rintangan dan hambatan.  
Guna mengetahui mengenai 
efektivitas pelayanan publik  pada 
Kantor Camat Cingambul   Kabupaten 
Majalengka, penyusun sajikan 
tanggapan responden pada tabel 
berikut : 
TABEL 5.8 : 
Tanggapan Responden mengenai efektivitas pelayanan publik  













f % f % f % F % 
1 Pekerjaan diselesai 
kan dengan tepat 
waktu, tepat sasar an 
dan realistis  
12 60 5 25 3 15 20 100 
2 Pekerjaan diselesai 
kan  dengan cepat, 
sesuai peraturan atau 
target  
12 60 5 25 3 15 20 100 
3 Pekerjaan diselesai 
kan  tanpa  ada 
pemborosan 
13 65 5 25 2 10 20 100 
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4 Pekerjaan yang 
dilaksanakan  men 
capai tujuan tanpa 
rintangan dan 
hambatan 
12 60 5 25 3 15 20 100 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2015 
Berdasarkan tanggapan 
responden pada tabel tersebut di atas, 
dapat diketahui tentang pelaksanaan 
pekerjaan oleh pegawai pada Kantor 
Camat Cingambul Kabupaten 
Majalengka, yaitu sebagai berikut : 
(1) Pekerjaan  Diselesaikan Dengan 
Tepat Waktu, Tepat Sasaran 
dan Realistis 
Sebanyak 12 responden (60%) 
menyatakan bahwa pelaksanaan 
pekerjaan selalu diselesaikan dengan 
cepat, sedangkan 5 responden (25%) 
menyatakan bahwa bahwa pelaksanaan 
pekerjaan kadang-kadang diselesaikan 
tepat waktu, dan sisanya 3 responden 
(15%)  menyatakan bahwa pelaksanaan 
pekerjaan tidak diselesaikan tepat 
waktu. 
Berdasarkan tanggapan responden 
di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dari segi ketepatan waktu, sasaran dan 
realistis  pelaksanaan pekerjaan oleh 
pegawai  pada Kantor Cingambul  
Kabupaten Majalengka belum optimal. 
Melalui wawancara dengan 
pegawai, diperoleh keterangan bahwa 
upaya pelaksanaan pekerjaan sesuai waktu 
yang telah ditentukan kadang-kadang 
terhambat oleh beberapa kendala teknis, 
misalnya peralatan dan fasilitas kerja yang 
kurang memadai. Hal tersebut tentunya 
akan menghambat upaya mencapai 
efektivitas pelayanan publik  pada Kantor 
Camat Cingambul  Kabupaten 
Majalengka. 
Berdasarkan hasil observasi 
penyusun, ternyata pelaksanaan pekerjaan 
dari segi ketepatan waktu, sasaran dan 
realistis  belum optimal. Hal tersebut 
ditunjukkan masih adanya keterlambatan 
dalam penyelesaian pekerjaan.  
 
 
(2) Pekerjaan dilaksanakan  dengan 
Cepat Sesuai Waktu, Peraturan 
atau Target 
Sebanyak 12 responden (60%) 
menyatakan bahwa pelaksanaan 
pekerjaan  selalu diselesaikan dengan 
cepat, sedangkan 5 responden (25%) 
menyatakan bahwa pelaksanaan 
pekerjaan kadang-kadang dilaksanakan 
dengan cepat, dan sisanya 3  responden 
(15%) menyatakan bahwa pelaksanaan 
pekerjaan  tidak dilaksanakan dengan 
cepat. 
Berdasarkan tanggapan 
responden di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kecepatan dalam 
pengerjaan pekerjaan   masih belum 
optimal. Hal tersebut tentunya akan 
berpengaruh terhadap upaya mencapai 
efektivitas pelayanan publik  pada 
Kantor Camat Cingambul Kabupaten 
Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Pegawai, diperoleh keterangan bahwa 
Pegawai  kadang-kadang 
melaksanakan pekerjaan belum cepat. 
Hal tersebut tentunya akan 
menghambat upaya mencapai 
efektivitas pelayanan publik  pada 
Kantor Camat Cingambul  Kabupaten 
Majalengka.  
(3) Pekerjaan yang dilakukan  Tidak 
Ada Pemborosan 
Sebanyak 13 responden (65%) 
menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 
pekerjaan  tidak ada pemborosan, 5 
responden (25%) menyatakan bahwa 
dalam pelaksanaan pekerjaan  kadang-
kadang ada pemborosan, dan sisanya 2  
responden (10 %)  menyatakan bahwa 
dalam pelaksanaan pekerjaan sering 
terjadi  pemborosan. 
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Berdasarkan tanggapan 
responden di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pelaksanaan 
pekerjaan dari segi biaya masih belum 
optimal. Hal tersebut tentunya akan 
berpengaruh terhadap upaya mencapai 
efektivitas pelayanan publik pada 
Kantor Camat Cingambul Kabupaten 
Majalengka.. 
Berdasarkan hasil observasi 
penyusun, ternyata dalam pelaksanaan 
pekerjaan masih ada pemborosan 
dalam hal penggunaan peralatan dan 
tidak adanya pemeliharaan peralatan 
kerja. Hal tersebut tentunya akan 
menghambat upaya pencapaian 
efektivitas pelayanan publik  pada 
Kantor Camat Cingambul Kabupaten 
Majalengka.  
(4) Pekerjaan yang diselesaikan  
mencapai tujuan tanpa rintangan 
dan hambatan  
Sebanyak 12 responden (60%) 
menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 
pekerjaan selalu tanpa rintangan dan 
hambatan, sedangkan 5 responden 
(25%) menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pekerjaan kadang-kadang 
tanpa rintangan dan hambatan, dan 
sisanya 3 responden (15%) 
menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 
pekerjaan ada rintangan dan hambatan. 
Berdasarkan tanggapan 
responden di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan 
pekerjaan masih terdapat rintangan dan 
hambatan yang dirasakan oleh 
pegawai. Hal tersebut tentunya akan 
berpengaruh terhadap upaya mencapai 
efektivitas pelayanan publik  pada 
Kantor Camat Cingambul Kabupaten 
Majalengka. 
Melalui wawancara dengan 
Camat Cingambul, diperoleh 
keterangan bahwa kepada para 
pegawai  selalu ditekankan untuk 
selalu berkonsultasi jika ada 
permasalahan, hambatan maupun 
kendala dalam pelaksanaan pekerjaan.  
Berdasarkan uraian-uraian mengenai 
empat sub variabel dari efektivitas 
pelayanan publik, maka dapat penyusun 
simpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan 
belum optimal dilaksanakan. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan nilai rata-rata 
penerapan pelaksanaan pekerjaan tersebut 
baru mencapai 61,25%, dan bila 
dihubungkan dengan kriteria pengukuran 
analisis  data, maka efektivitas pelayanan 
publik  pada Kantor Camat Cingambul  
Kabupaten Majalengka termasuk ke dalam 
kriteria “Cukup Baik”. 
 
KESIMPULAN  DAN SARAN 
 
Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan hasil 
penelitian yang penyusun lakukan tentang 
pelaksanaan kepemimpinan oleh Camat  
dalam upaya mencapai efektivitas 
pelayanan publik pada Kantor Camat 
Cingambul  Kabupaten Majalengka,maka 
penyusun menyimpulkan sebagai berikut : 
Camat  belum sepenuhnya 
melaksanakan kepemimpinan secara 
optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari 
penerapan teknik-teknik kepemimpinan 
oleh Camat  dengan perolehan rata-rata 
prosentase baru mendapat predikat “cukup 
baik”, jadi berdasarkan hal tersebut, maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata 
Camat dalam pelaksanaan 
kepemimpinannya masih perlu berusaha 
lagi dalam menerapkan teknik-teknik 
kepemimpinan. 
1. Untuk mengetahui keseluruhan dari 
penerapan teknik-teknik 
kepemimpinan oleh Camat  berikut 
predikatnya, maka dapat diuraikan 
sebagai berikut :      
a. Teknik Pematangan dan Penyiapan 
Pengikut, mempunyai nilai rata-rata 
tertinggi sebesar 65%, dan 
berpredikat “Cukup ” 
b. Teknik Human Relations, 
mempunyai nilai rata-rata tertinggi 
sebesar        68,30%  dan 
berpredikat “Cukup ” 
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c. Teknik Menjadi Teladan, 
mempunyai nilai rata-rata tertinggi 
sebesar       63,30% dan berpredikat 
“Cukup ” 
d. Teknik Persuasi dan Pemberian 
Perintah, mempunyai nilai rata-rata 
tertinggi sebesar 63,30% dan 
berpredikat “Cukup” 
e. Teknik penggunaan Sistem 
Komunikasi Yang Cocok, 
mempunyai nilai rata-rata tertinggi 
sebesar 68,30% dan berpredikat 
“Cukup” 
f. Teknik Penyediaan Fasilitas, 
mempunyai nilai rata-rata tertinggi 
sebesar     55% dan berpredikat 
“kurang baik” 
2. Pencapaian penerapan teknik-teknik 
kepemimpinan yang baru mencapai 
rata-rata 65,27% dengan predikat 
“cukup”,  akan berpengaruh terhadap 
proses pelaksanaan pekerjaan dari para 
pegawai, dalam arti hasil kerjanya 
belum optimal.  
3. Pencapaian efektivitas pelayanan 
publik  ternyata baru mencapai rata-
rata 61,25%  dengan predikat  “cukup“ 
4. Belum diterapkannya teknik-teknik 
kepemimpinan secara penuh, 
dikarenakan Camat  menghadapi 
beberapa hambatan, yaitu : 
-  Keterbatasan dana, sehingga 
menghambat dalam penerapan :  
a.Teknik pematangan dan penyiapan 
pengikut, yaitu dalam usaha 
pengikutsertaan Camat dalam 
pendidikan dan latihan. 
b.Teknik human relations, yaitu 
dalam hal pemenuhan kelayakan, 
serta kebutuhan keamanan dan 
ketertiban. 
c. Teknik penyediaan fasilitas, yaitu 
dalam hal pemenuhan fasilitas, 
serta  pemeliharaan fasilitas. 
-  Keterbatasan waktu, sehingga 
menghambat dalam penerapan : 
a. Teknik pematangan dan penyiapan 
pengikut, yaitu dalam usaha  
melakukan pengarahan dan 
bimbingan. 
b.  Teknik menjadi teladan, yaitu 
dalam usaha melakukan 
pemberian contoh pelaksanaan 
pekerjaan. 
- Adanya perbedaan-perbedaan 
individu, sehingga menghambat 
dalam penerapan:  
a. Teknik pematangan dan penyiapan 
pengikut, yaitu dalam 
menumbuhkan  partisipasi Camat 
dalam proses pengambilan 
keputusan 
b. Teknik persuasi dan pemberian 
perintah, yaitu dalam hal 
pemberian perintah secara jelas 
c. Teknik penggunaan system 
komunikasi yang cocok, yaitu 
dalam hal penyampaian tugas 
secara instruksional  
   - Masih rendahnya disiplin kerja 
pegawai, sehingga menghambat 
dalam penerapan teknik penyediaan 
fasilitas, yaitu dalam hal 
pemeliharaan fasilitas kerja. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka 
penyusun dapat menarik suatu 
kesimpulan akhir dari hasil penelitian 
mengenai kepemimpinan Camat  
dalam upaya mencapai efektivitas 
pelayanan publik  pada Kantor Camat 
Cingambul  Kabupaten Majalengka 
yang didasarkan kepada penerapan 
teknik-teknik kepemimpinan, yaitu 
sebagai berikut : 
Bahwa tingkat persentase dalam 
penerapan teknik-teknik 
kepemimpinan dapat mempengaruhi 
tingkat persentase dari pencapaian 
efektivitas pelayanan publik. Dalam 
arti penerapan teknik-teknik 
kepemimpinan secara baik akan 
berpengaruh terhadap pencapaian 
efektivitas pelayanan publik yang 
optimal, dan sebaliknya penerapan 
teknik-teknik kepemimpinan yang 
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kurang optimal  akan berpengaruh 
terhadap rendahnya efektivitas 
pelayanan publik .  
Dengan demikian hipotesis yang 
penyusun ajukan  : “Jika pelaksanaan 
kepemimpinan oleh Camat 
dilaksanakan berdasarkan teknik-
teknik kepemimpinan, maka 
efektivitas pelayanan publik pada 
Kantor Camat Cingambul  
Kabupaten Majalengka  tercapai” 
telah terbukti dan dapat diterima. 
 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, 
penyusun mencoba memberikan saran-
saran sebagai berikut : 
Dalam penerapan teknik pematangan dan 
penyiapan pengikut, yaitu : 
a) Hendaknya Camat dalam 
pelaksanaan kepemimpinannya 
berusaha untuk melakukan 
pembagian waktu secara efektif, 
sehingga dapat menerapkan teknik 
penyiapan pengikut melaui 
pemberian penerangan secara jelas..  
b) Dalam upaya mencapai efektivitas 
pelayanan publik, Camat hendaknya 
berusaha untuk melakukan hubungan 
informal maupun pemberian motivasi 
bersifat immaterial, seperti 
menumbuhkan silaturahmi dengan 
para pegawai, sehingga rasa 
canggung dalam mengutarakan 
pendapat dari pegawai dapat 
dikurangi. 
c) Dalam penerapan teknik human 
relations, hendaknya Camat lebih 
mengutamakan pemberian motivasi 
yang bersifat imaterial, terutama 
pemenuhan kebutuhan fsikologis, 
seperti perasaan dibutuhkan oleh 
organisasi, pemenuhan kebutuhan 
rohani serta menumbuhkan rasa 
percaya diri para pegawai, sehingga 
semangat kerja pegawai dapat 
ditingkatkan secara maksimal. 
d) Dalam penerapan teknik persuasi dan 
pemberian perintah, hendaknya 
Camat memperhatikan penggunaan 
bahasa yang mudah dipahami serta 
hirarki organisasi, sehingga perintah 
yang diberikan dapat diterima dengan 
jelas dan sesuai dengan prosedur tata 
kerja organisasi. 
e) Dalam penerapan teknik penggunaan 
sistem komunikasi yang cocok, 
hendaknya Camat berusaha untuk 
lebih meningkatkan komunikasi 
dialogis, baik formal maupun 
informal, sehingga akan terwujud 
rasa saling percaya dan kebersamaan 
dalam setiap pelaksanaan tugas 
diantara pimpinan dan bawahan. 
f) Dalam penerapan teknik penyediaan 
fasilitas, hendaknya disamping 
melakukan skala prioritas dan 
pengajuan anggaran,  Camat harus 
lebih menekankan pada sikap disiplin 
kerja serta tanggung jawab kepada 
pegawai  didalam menggunakan 
fasilitas. Hal ini untuk menghemat 
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